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Kecamatan Mamuju memiliki perkembangan kawasan yang cukup cepat 
dibandingkan dengan seluruh  kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju. 
Struktur ruang perkotaannya mempunyai beberapa pusat kegiatan yang sudah 
berkembang maupun yang akan dikembangkan. Masing-masing pusat kegiatan 
utama tersebut memiliki karakteristik pemanfaatan ruang yang berbeda. Bentuk 
struktur ruangnya ini didasarkan pada keberadaan pertumbuhan beberapa aktivitas 
dengan lokasi yang berbeda-beda dan masing-masing memberikan pengaruh yang 
cukup besar terhadap wilayah sekelilingnya. Untuk mengetahui pembentuk 
struktur ruang perkotaan di Kecamatan Mamuju menggunakan analisis GIS, 
sedangkan untuk mengetahui struktur ruang perkotaanya  menggunakan analisis 
skalogram. Pembentuk struktur ruang di Kecamatan Mamuju secara alami 
dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan dimana keberadaan infrasturktur 
pelayanan serta permukiman cenderung tumbuh pada daearah tertentu. Maka 
untuk mengantisipasi timbulnya masalah perkotaan, pengembangan Kecamatan 
Mamuju diarahkan pada wilayah-wilayah administratif maupun fungsional yang 
masih tersedia lahan yang sesuai, aman dan memiiki nilai strategis yang akan 
menunjang perkembangan perkotaan dimasa mendatang. Pusat pelayanan 
Kecamatan Mamuju pengembangannya diarahkan pada Kelurahan Rimuku yang 
berada pada hierarki kedua, Sub pusat pengembangan pelayanan umum dan jasa 
pengembangannya diarahkan pada Desa Bambu dan pusat pelayanan lingkungan 
yang merupakan transisi antara kedua pusat dan sub pusat pelayanan, wilayah 
dengan fungsi pelayanan skala lingkungan terdiri dari 6 desa/kelurahan yang 
memencar diataranya adalah, Kelurahan Karema, Kelurahan Binanga, Kelurahan 
Mamunyu, Desa Batupannu, Desa Karampuang dan Desa Tadui. 
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A. Latar Belakang 
Struktur ruang merupakan bagian dari organisasi keruangan sebuah kota 
dan mencirikan penggunaan lahan tertentu di kota (Bourne, 1971 dalam 
Surachman 2012). Struktur ruang mempresentasikan ragam aktivitas yang 
dilakukan oleh manusia di perkotaan, semakin kompleks struktur ruang 
mencirikan aktivitas yang semakin bervariasi dan dinamis. Struktur kota akan 
selalu berubah seiring dengan pertumbuhan kota secara sosial-ekonomi dan 
membentuk suatu organisasi keruangan tertentu yang merupakan representasi 
penggunaan ruang oleh manusia (Schnore, 1971 dalam Surachman 2012). 
Dalam konteks Indonesia struktur ruang terbentuk berdasarkan susunan pusat-
pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 
sebagai kegiatan pendukung sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki 
memiliki hubungan fungsional (UU No. 26/2007). 
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan 
serta sistem prasarana maupun sarana. Semua hal itu berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang secara hierarki berhubungan dengan 
fungsional. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan 
ruang baik yang direncanakan ataupun tidak. Wujud struktural pemanfaatan 
ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, 
lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hierarki dan struktural 
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berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang (Nursyam, 
2013). 
Penetapan struktur ruang merupakan hal yang mendasar dalam rencana 
tata ruang. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, yang mana pada pasal 17 berbunyi: 
1. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana 
pola ruang. 
2. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
rencana sistem pusat pemukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. 
Berdasarkan pasal 17 ayat (1) dan (2) tersebut menekankan bahwa untuk 
terwujudnya suatu tatanan ruang yang memiliki sinergitas dalam lingkup yang 
lebih makro maupun mikro, baik dalam perwujudannya berupa wilayah/kota 
atau ruang yang lebih kecil lagi dengan fungsionalnya, seperti kawasan, areal 
dan lain sebagainya. Perlu diatur menurut peran dan fungsinya kedalam 
bentuk tata jenjang ruang atau lebih dikenal sebagai struktur tata ruang. 
Sebagaimana struktur ruang telah di jelaskan dalam ayat Al-qur’an yang 
dapat menunjukan kekuasaan Allah SWT mengenai kedudukan manusia untuk 
mensyukuri nikmat-Nya dengan firman dalam surah al-Baqarah ayat 22 dan 
Qaaf ayat 6 sebagai berikut:  
                                                
Terjemahnya: 
“Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit 
sebagai (struktur) atap.” (Q.S Al-baqarah ayat 22) 
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Terjemahnya: 
”Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas meraka, 
bagaimana kami mendesain strukturnya dan menghiasinya serta langit itu 
tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.” (Q.S Qaaf ayat 6) 
 
Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT telah menciptakan 
angkasa luar (langit) dengan struktur yang kokoh, padu dan tidak terdapat 
sedikit pun ruang yang kosong. Maka diharapkan kita sebagai manusia wajib 
mengetahui Kebesaran/Keesahan dari anugrah yang diberikan Allah SWT 
agar kita bersyukur. 
Kabupaten Mamuju adalah kabupaten yang baru terbentuk di Provinsi 
Sulawesi Barat. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 bersama dengan 
Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara 
dan Kabupaten Mamasa. Dalam UU No. 26 Tahun 2004 itu pula, Kabupaten 
Mamuju ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten 
Mamuju berpusat di Kota Mamuju tepatnya di Kecamatan Mamuju yang 
sampai saat ini bukanlah sebagai daerah otonom yang memiliki wali kota 
ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota sendiri, melainkan 
masih menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju. 
Kabupaten Mamuju memiliki kecamatan dengan perkembangan kawasan 
cukup beragam salah satunya adalah Kecamatan Mamuju. Kecamatan ini 
memiliki perkembangan kawasan yang cukup cepat dibandingkan dengan 
seluruh  kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju. Perkembangan kota 
kecamatan ini berada di sepanjang jalan-jalan raya utama Kecamatan Mamuju. 
Struktur ruang perkotaannya mempunyai beberapa pusat kegiatan yang sudah 
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berkembang maupun yang akan dikembangkan. Masing-masing pusat 
kegiatan utama tersebut memiliki karakteristik pemanfaatan ruang yang 
berbeda. Bentuk struktur ruangnya ini didasarkan pada keberadaan 
pertumbuhan beberapa aktivitas dengan lokasi yang berbeda-beda dan masing-
masing memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap wilayah 
sekelilingnya. 
 Perkembangan Kecamatan Mamuju akan mempengaruhi perkembangan 
wilayah lain yang berbatasan yaitu Kabupaten Mamuju Utara. Hal ini 
dikarenakan adanya perubahan tata guna lahan yang dapat berimplikasi pada 
perubahan baik secara sektoral maupun keseluruhan. Hal ini di dasarkan sejak 
ditetapkanya wilayah Kecamatan Mamuju sebagai daerah otonomi baru di 
mana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, sosial, pendidikan dan 
berbagai sarana lainnya berada di Kecamatan Mamuju. Kondisi ini dapat di 
lihat dari struktur ruang Kecamatan Mamuju agar tidak berdampak pada 
konflik kepentingan yang beragam.   
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan agar 
dapat menganalisis struktur ruang perkotaan Kecamatan Mamuju di 
Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi 
Kecamatan Mamuju berdasarkan aspek struktur ruang. Dalam sudut pandang 
ilmu perencanaan wilayah dan kota, kajian mengenai analisis struktur ruang 
perkotaan Kecamatan Mamuju di Kabupaten Mamuju penting untuk dibahas, 
karena struktur ruang mempengaruhi Kecamatan Mamuju. Hal tersebut juga 
didasarkan atas teori-teori yang dikumpulkan. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pembentuk struktur ruang perkotaan di Kecamatan Mamuju 
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ? 
2. Bagaimana struktur ruang perkotaan di Kecamatan Mamuju Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui pembentuk struktur ruang perkotaan di Kecamatan Mamuju 
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Mengetahui struktur ruang perkotaan di Kecamatan Mamuju Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah setempat untuk 
mengetahui kondisi struktur ruang perkotaan di Kecamatan Mamuju 
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 
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2. Menjadi bahan kajian (referensi) bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang 
memiliki keterkaitan dengan struktur ruang perkotaan di Kecamatan 
Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 
3. Menjadi bahan masukan dan informasi bagi semua lapisan masyarakat 
mengenai struktur ruang perkotaan di Kecamatan Mamuju Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 
 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri dari ruang lingkup materi dan 
wilayah (spasial). Ruang lingkup materi bertujuan untuk memberikan batasan 
pada pembahasan sedangkan ruang lingkup wilayah (spasial) tujuannya untuk 
membatasi lingkup wilayah kajian. 
1. Ruang Lingkup Materi 
Kajian materi (analisis) sebagai ruang lingkup materi ialah untuk 
penelitian yang dilakukan terbatas pada analisis struktur ruang perkotaan 
Kecamatan Mamuju kemudian mengaitkannya dengan teori/model struktur 
ruang yang ada.  
2. Ruang Lingkup Wilayah 
Ruang lingkup wilayah adalah Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju 
Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Buku Putih Kabupaten Mamuju 
(BPS Kabupaten Mamuju), luas wilayah Kecamatan Mamuju 206.64 km
2
, 
dengan klasifikasi kelas lereng yaitu  15-40 %. Adapun batas ruang 
lingkup penelitian yaitu: 
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Sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar. 
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa.  
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tapalang. 
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Simboro. 
 
F. Sistematika Penelitian 
Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut 
data/informasi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaannya, sehingga 
semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara 
sistematis dalam sistematika penulisan berikut: 
BAB I Pendahuluan 
Pada bab pertama membahas terkait latar belakang secara singkat sebagai 
dasar dari penelitian ini. Selain itu bab ini membahas rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan terakhir adalah 
sistematika penulisan. 
BAB II Tinjauan Pustaka 
Pada bab kedua menguraikan kajian teoritis yang terdiri dari pengertian 
struktur ruang, teori struktur ruang, kebijakan terkait struktur ruang, 
pandangan Islam tentang struktur ruang dan kerangka pemikiran. 
BAB III Metodologi Penelitian 
Pada bab ketiga akan membahas lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber 
data, metode pengumpulan data, teknik analisis, variabel penelitian, dan 
defenisi operasional. 
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BAB IV Hasil dan Pembahasan 
Pada bab keempat membahas gambaran umum kabupaten, gambaran umum 
kecamatan, ketersediaan infrastruktur perkotaan, analisis letak dan peran 
wilayah penelitian terhadap wilayah yang lebih luas, analisis skalogram, 
analisis fisik lingkungan, analisis pembentuk struktur ruang, struktur ruang 
Kecamatan Mamuju dan kajian Islam terkait struktur ruang perkotaan. 
BAB V Penutup  
Dalam hal ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang sudah mencakup 







A. Pengertian Struktur Ruang 
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan serta meliharan 
kelangsungan hidupnya. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat 
permukiman, sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana. Semua 
hal itu berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang secara 
hierarki berhubungan fungsional. Tata ruang merupakan wujud struktural dan 
pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan ataupun tidak. Wujud 
struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona 
lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara 
hierarki dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata 
ruang. 
Struktur ruang wilayah kota merupakan gambaran sistem pusat 
pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir 
masa perencanaan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota 
dan melayani fungsi kegiatan yang ada atau direncanakan dalam wilayah kota 
pada skala kota yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, 
nasional bahkan internasional. Rencana sturktur ruang kota mencakup rencana 






Menurut Nia K. Pontoh & Iwan Setiawan (2008) dalam Surachman 
(2012), unsur pembentuk struktur tata ruang kota terdiri dari pusat kegiatan, 
kawasan fungsional dan jaringan jalan. Kota atau kawasan perkotaan pada 
dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem spasial yang secara internal 
mempunyai unsur-unsur yang menjadi pembentuknya serta keterkaitannya 
satu sama lain. Kota sebagai suatu sistem/tata ruang merupakan wujud 
struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak yang 
mencirikan kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian. Wujud 
struktural pemanfaatan ruang kota adalah unsur-unsur pembentuk kawasan 
perkotaan secara hierarki dan struktural berhubungan satu dengan yang 
lainnya membentuk tata ruang kota. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota 
di antaranya meliputi hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan, seperti 
pusat kota, pusat bagian wilayah kota dan pusat lingkungan yang ditunjang 
dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor dan lokal. 
Selain pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan dan kawasan fungsional 
perkotaan, unsur pembentuk struktur tata ruang kota adalah sistem prasarana 
dan sarana. Prasarana perkotaan adalah kelengkapan dasar fisik yang 
memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana 
mestinya. Jenis prasarana: transportasi, air bersih, air limbah, drainase, 
persampahan, listrik dan telekomunikasi. Sarana perkotaan adalah 
kelengkapan kawasan permukiman perkotaan, yaitu: pendidikan, kesehatan, 
peribadatan, pemerintahan dan pelayanan umum, perdagangan dan industri, 





Menurut Doxiadis (1968), dalam Surachman (2012) permukiman atau 
perkotaan merupakan totalitas lingkungan yang terbentuk oleh 5 (lima) unsur: 
1. Alam (Nature) 
Keadaan permukiman perkotaan berbeda dengan permukiman 
perdesaan. Lanskep yang ada biasanya lebih luas dan biasanya berlokasi di 
dataran, dekat dengan danau, sungai atau laut serta dekat dengan rute 
transportasi. Hal ini cukup penting untuk perumahan lebih dari 20.000 
penduduk dan menjadi prasyarat utama untuk perumahan 100.000 
penduduk atau lebih. Rumah-rumah kecil perkotaan, seperti yang dibuat di 
masa lalu dengan alasan keamanan, mungkin terdapat di lembah, puncak 
bukit atau gunung. Akan tetapi, perumahan yang dibangun sekarang, atau 
perumahan-perumahan besar di masa lalu, membutuhkan dataran yang 
luas dan kedekatan dengan jalur utama komunikasi untuk tetap bertahan. 
2. Individu manusia (Antropos) dan Masyarakat (Society) 
Perumahan perkotaan berbeda dengan perumahan perdesaan dan 
sebagian besar dikarenakan perbedaan karakteristik dan perilaku. Semakin 
besar perubahan perumahan dari desa ke kota, dan semakin besar 
kepadatan dan ukuran dari perumahan perkotaan, semakin besar perbedaan 
di antara orang-orang. Dimensi dan karakteristik baru dalam pola hidup 
perkotaan membutuhkan suatu mekanisme adaptasi dalam usaha untuk 
mencapai atau melakukan penyesuaian terhadap sumber daya baru dan 





Di kota besar dengan kepadatan tinggi, terdapat perbedaan komposisi 
umur dan jenis kelamin, dala struktur pekerjaan, dalam pembagian tenaga 
buruh dan struktur sosial. Hal ini memaksa manusia untuk 
mengembangkan karakteristik yang berbeda sebagai individual, kelompok 
dan komunitas. Manusia di perumahan perkotaan adalah anggota dari 
komunitas yang lebih besar, masyarakat luas dan jangkauan interaksi 
sosialnya meningkat. Anggota keluarganya mendapat dampak dari institusi 
sosial yang berbeda pada akhirnya mengambil alih fungsi tertentu dari 
keluarga. 
3. Ruang Kehidupan (Shells) 
Ruang kehidupan dari perumahan perkotaan memiliki banyak 
karakteristik meskipun ukurannya bervariasi. Semakin besar ukuran 
perumahan, semakin internasional karakteristiknya, sementara semakin 
kecil ukurannya, semakin dipengaruhi oleh faktor lokal. Hal ini terjadi 
karena sebagian besar perumahan kecil masih dipengaruhi oleh budaya 
lokal di masa lalu dan sebagian lagi karena intervensi ekonomi yang ada 
lebih kecil bila dibandingkan dengan perumahan skala besar dan hal ini 
memperkuat kekuatan lokal. 
4. Jaringan (Network) 
Salah satu cara paling mendasar untuk menggambarkan struktur 
permukiman adalah berhubungan dengan jaringan dan terutama sistem 
sirkulasi-jalur transportasi dan titik-titik pertemuan (nodal point). Tempat 





mempunyai beragam bentuk mulai dari yang alami hingga geometrik. Jika 
populasi telah tumbuh lebih dar beberapa ribu jiwa, sebuah titik pertemuan 
bisa tumbuh mengikuti sepanjang jalan utama atau terpecah menjadi dua 
atau lebih titik pertemuan lainnya. Pecahan titik pertemuan ini lebih kecil 
bila dibandingkan titik pertemuan utama. Bila titik pertemuan semacam ini 
terbentuk, hal ini agak mengurangi kepentingan nodal utama. 
Dalam perspektif yang berbeda, menurut Patrick Geddes dalam 
Surachman (2012), karakteristik permukiman sebagai suatu kawasan memiliki 
unsur: tempat tinggal (Place), tempat kerja (Work) dan tempat bermasyarakat 
(Folk). Di Indonesia, Kus Hadinoto (1970-an) dalam Surachman (2012) 
mengadaptasinya menjadi 5 (lima) unsur pokok, yaitu: 
1. Wisma (tempat tinggal/perumahan). 
2. Karya (tempat bekerja/kegiatan usaha). 
3. Marga (jaringan pergerakan/jalan). 
4. Suka (tempat rekreasi/hiburan). 
5. Penyempurna (prasarana dan sarana). 
Menurut Kevin Lynch dalam The image of the city (1960) dalam 
Surachman (2012) ada 5 (lima) unsur dalam gambaran mengenai kota yaitu: 
1. Path, jalur yang biasa, sering atau potensial dilalui oleh pengamat, 
misalnya: jalan, lintasan angkutan umum, kanal dan rel kereta api. 





2. Edge, batas antara dua kawasan yang memisahkan kesinambungan, 
elemen linier yang tidak dianggap/digunakan sebagai “path” oleh 
pengamat. Misalnya: pantai, lintasan rel kereta api, dinding dan sungai. 
3. District, Bagian kota berukuran sedang sampai besar, tersusun sampai dua 
dimensi yang dapat dimasuki pengamat (secara mental) dan dapat dikenali 
dari karakter umumnya. 
4. Node/core, Titik/lokasi strategis yang dapat dimasuki pengamat. Dapat 
berupa konsentrasi penggunaan/ciri fisik yang penting. Misalnya: 
persimpangan, tempat perhentian, ruang terbuka, penggantian moda 
angkutan dan lain-lain. 
5. Landmark, Titik acuan bersifat eksternal yang tidak dapat dimasuki 
pengamat, biasanya berupa struktur fisik yang menonjol. Apabila dilihat 
dari jauh, dari berbagai sudut pandang dan jarak, di atas elemen lainnya, 
dijadikan acuan. 
Menurut Eko Budiharjo (1997) dalam Surachman (2012), Kota 
merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia yang paling rumit dan 
muskil sepanjang peradaban. Struktur merupakan bentuk dan wajah serta 
penampilan kota, merupakan hasil dari penyelesaian konflik perkotaan yang 
selalu terjadi dan mencerminkan perkembangan peradaban warga kota 
maupun pengelolanya. 
Adapun elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota 





1. Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk di dalamnya perdagangan, 
pemerintahan dan keuangan yang cenderung terdistribusi secara 
berkelompok dalam pusat pelayanan. 
2. Kumpulan dari industri sekunder (manufaktur) pergudangan dan 
perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat. 
Lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang 
terbuka hijau. 
3. Jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas. 
Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem 
perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang 
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk 
melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, 
sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan 
sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau 
waduk dari daerah aliran sungai (UU Penataan Ruang, 2007). 
Dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan disebutkan 
bahwa struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan perkotaan metropolitan 
berisi: 
1. Arahan pengembangan dan distribusi penduduk. 
2. Arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman, termasuk sistem 
pusat jasa koleksi dan distribusi. 
3. Arahan pengembangan kawasan permukiman, perindustrian, pariwisata, 





4. Arahan pengembangan sistem prasarana dan sarana primer yang meliputi 
prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana 
pengelolahan lingkungan.  
 
B. Teori Struktur Ruang 
Teori-teori yang melandasi struktur ruang perkotaan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Teori Konsentris (Burgess, 1925) 
Teori konsentris (Burgess, 1925) yang menyatakan bahwa Daerah 
Pusat Kota (DPK) atau Central Bussiness District (CBD) adalah pusat 
kota yang letaknya tepat ditengah kota dan berbentuk bundar yang 
merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik serta 
merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. 
DPK atau CBD merupakan pusat kehidupan perkotaan sehingga pada 
zona ini terdapat rute-rute transportasi dari segala penjuru memusat ke 
zona ini, sehingga zona ini merupakan zona dengan derajat aksesibilitas 
tertinggi. Zona ini oleh Burgess dianggap sebagai the area of dominance 
yang diekuivalenkan sehingga terjadi proses persaingan dimana yang kuat 
akan mengalahkan yang lemah dan mendominasi ruangnya. 
Lebih lanjut oleh McKenzie (1925) dalam Yunus (2012) bahwa 
kelompok yang terpaksa kalah bersaing akan menempati ekspansi 
kewilayah lain yang lebih lemah dan diikuti oleh suksesi baru. Sejalan 





penduduk dan jumlah struktur yang dibutuhkan dalam menunjang 
kehidupannya. Daerah pemukiman dan institusi akan terdepak keluar  
secara centrifugal dan bussiness akan semakin terkonsentrasi pada lahan 





Gambar 1.  
Struktur kota menurut Teori Konsentris 
(Sumber: Diadopsi dari Yunus H. S, 2012) 
Terdapat 5 (lima) zona melingkar yang konsentris dengan 
karakteristik masing-masing zona adalah sebagai berikut: 
a. Zona 1: DPK atau CBD 
Daerah ini merupakan pusat dari segala kegiatan kota antara lain: 
politik, sosial budaya, ekonomi dan teknologi. Zona ini terdiri dari 2 
(dua) bagian, yaitu: (1) bagian paling inti (the heart of the area) 
disebut RBD (retail bussiness district) kegiatan dominan antara lain 
swalayan, perdagangan, bangunan perkotaan, bank, hotel dan lain 
sebagainya. (2) bagian luar disebut sebagai WBD (wholesale bussiness 
district) yang tempati oleh bangunan yang diperuntukkan kegiatan 
ekonomi dalam jumlah yang besar antara lain seperti pasar, 





b. Zona 2: Daerah Peralihan (DP) atau Transition Zone (TZ) 
Daerah ini merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas 
lingkungan pemukiman yang terus menerus dan makin lama makin 
hebat. Penyebabnya tidak lain kerena adanya intrusi fungsi yang 
berasal dari zona pertama sehingga pembauran pemukiman dengan 
bangunan bukan untuk permukiman seperti gudang, kantor dan lain-
lain serta sangat mempercepat terjadinya deteriosasi lingkungan 
permukiman. Perdangan dan industri ringan dari zona 1, banyak 
menyaplok daerah-daerah permukiman penyekatan rumah yang ada 
menjadi lebih banyak kamar yang berpotensi berubah fungsi sebagai 
rumah kos-kosan bagi penglaju. Lambat laun pada zona ini terbentuk 
slums area (daerah permukiman kumuh) yang semakin cepat. 
c. Zona 3: Zona Perumahan Pekerja Bebas (ZPPB) atau Zone of 
Indevendent Workingmens Homes 
Zona ini paling banyak ditempati oleh perumahan pekerja-pekerja, 
baik pekerja pabrik, industri dan lain sebagainya. Diantaranya adalah 
pendatang-pendatang baru dari zona 2, namun masih menginginkan 
tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya. Belum terjadi 
invasi dari fungsi industri dan perdagangan ke daerah ini karena 
letaknya masih dihalangi oleh zona peralihan. Kondisi pemukimannya 
lebih baik dibandingkan dengan zona 2 walaupun sebagian besar 





d. Zona 4: Zona pemukiman yang lebih baik (ZBP) atau Zone of Better 
Residence (ZBR) 
Zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah-
tinggi, walaupun tidak berstatus ekonomi sangat baik, namun mereka 
kebanyakan mengusahakan sendiri bisnis kecil-kecilan, para 
profesional, para pegawai dan lain sebagainya. Kondisi ekonominya 
umumnya stabil sehingga lingkungan permukimannya menunjukkan 
derajat keteraturan yang cukup tingi. Fasilitas permukiman terencana 
dengan baik sehingga kenyamanan tempat tinggal dapat dirasakan 
pada zona ini. 
e. Zona 5: Zona Penglaju (ZP) atau Cummuters Zone (CZ) 
Timbulnya penglaju merupakan suatu akibat adanya proses 
desentralisasi pemukiman sebagai dampak sekundair dari aplikasi 
teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Di daerah pinggiran 
ini mulai bermunculan, perkembangan pemukiman baru yang 
berkualitas tinggi sampai luxurious. Kecenderungan penduduk 
menurut Turner (1970) dalam Yunus (2012) disebut sebagai “status 
seekers” ini memang didorong oleh kondisi lingkungan daerah asal 
yang dianggap tidak nyaman dan tertarik oleh kondisi lingkungan zona 
5 yang menjanjikan kenyamanan hidup. 
2. Teori Poros (Babcock, 1932) 
Pada dasarnya teori ini mengikuti konsep Burgess mengenai 





teori ini lebih menekankan pada peranan transportasi dalam 
mempengaruhi struktur keruangan kota. Daerah yang dilalui transportasi 
akan mengalami perkembangan fisik yang berbeda dengan daerah-daerah 
di antara jalur-jalur transportasi ini. Sehingga, keruangan yang timbul 











Gambar 2.  
Struktur kota menurut Teori Poros 
(Sumber: Diadopsi dari Eni & Tri, 2014 dalam Eisenring, 2017) 
Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, adanya jalur-jalur 
transportasi dari bagian luar kota yang melintasi kota dan CBD membuat 
lingkaran-lingkaran konsentris mengalami distorsi ke arah luar mengikuti 
poros-poros jalur transportasi. Sehingga struktur ruang perkotaan bukan 
lagi berbentuk lingkaran-lingkaran konsentrik, melainkan berbentuk-
bintang (star-shaped) atau menyerupai gurita (octopus-like) dengan zona-
zona yang berpusat pada CBD dan jari-jari yang berkembang ke arah luar 







3. Struktur Ruang Perkotaan Indonesia (Ford, 1993) 
Menurut Ford dalam Eisenring (2017) dengan pemahaman tentang 
perkembangan sejarah dan sosial ekonomi serta konteks politik kota 
Indonesia, memungkinkan untuk menggagas sebuah model kontemporer 
yang secara kultural lebih spesifik.  Namun demikian, Ford sepenuhnya 
mengakui bahwa model morfologi yang berusaha memaksakan ide-ide 
Barat tentang segregasi penggunaan tanah dan status sosial, hanyalah 







Gambar 3.  
Model Struktur Ruang Perkotaan Indonesia (Ford) 
(Sumber: Diadopsi dari Ford, 1990 dalam Eisenring, 2017) 
Lebih lanjut, Ford mengatakan bahwa kota modern indonesia dapat 
diidentifikasi berdasarkan distrik yang terdiri atas sembilan zona utama, 
sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 3 di atas:  
a. Zona Pelabuhan-Kolonial 
Menurut Ford, pelabuhan dan hubungannya dengan struktur kota 
kolonial merupakan komponen morfologi yang utama dari kebanyakan 
kota-kota pesisir di Indonesia. Banyak aktivitas yang berkaitan dengan 





hingga saat ini. Ford menambahkan, bahwa pelabuhan sering 
berdekatan dengan „daerah lama‟ yang didesain oleh kolonial Belanda 
yang Ford sebut sebagai kota kolonial. Batas-batas antara kota kolonial 
dengan pelabuhan adalah samar-samar, karena banyak gudang, 
benteng, menara pengawas, rumah-rumah dan bangunan-bangunan 
utama di sekitar pelabuhan di era kolonial hadir dalam beberapa 
bentuk, bahkan di tengah-tengah pengembangan fasilitas pelabuhan 
modern. Menurut Ford, kota kolonial Belanda adalah elemen sangat 
penting yang masih tampak dalam kota di Indonesia, walaupun banyak 
gedung tidak lagi fungsional atau tidak digunakan lagi. Upaya 
pelestarian telah dilakukan, tetapi upaya ini tidak terlalu berhasil. Hal 
ini disebabkan semakin jauhnya jarak antara „kota lama‟ dengan 
daerah baru yang menjadi psusat politik dan perdagangan. 
b. Zona Perdagangan Cina 
Menurut Ford, daerah perdagangan Cina agak berbeda dari wilayah 
sebelumnya, karena sejumlah peraturan melarang penggunaan tanda 
atau simbol Cina. Namun demikian, kebebasan beragama 
memungkinkan kuil-kuil Budha dalam gaya Cina. Ford menambahkan, 
meskipun Indonesia memilki ketakutan terhadap komunis Cina 
terutama yang berkaitan dengan pembrontakan tahun 1948 dan 1965, 
orang-orang Cina merupakan pemilik modal yang saat ini banyak 
mengontrol ekonomi negara. Perluasan daerah Pecinan, kata Ford, 





di mana dapat tumbuh hingga 100.000 jiwa/km
2
. Kedua, penampilan 
dan simbol di wilayah tersebut, dengan ruko-ruko, kuil Budha dan 
morfologi yang kompleks dan jarang memenuhi  dengan apa yang 
mungkin disebut rasa Indonesia, dengan lapangan terbuka yang luas 
yang dikelilingi oleh struktur gaya-internasional yang luas. 
c. Zona Perdagangan Internasional 
Zona ini kata Ford, dapat digambarkan sebagai sebuah 
internasional atau zona perdagangan Barat. Istilah Barat agak 
menyesatkan, karena sangat sedikit orang-orang Barat, hanya satu 
persen dari total populasi yang bekerja di sana. Yang memimpin di 
kantor-kantor, toko-toko mewah, hotel internasional dan bioskop di 
zona tersebut bukanalah orang Barat tetapi Indonesia. Namun 
demikian, gedung pencakar langit, mega mall, restoran Italia, pusat-
pusat konvensi seperti yang terlihat di Jalan Thamrin-Jakarta mungkin 
dapat digambarkan sebagai internasional. 
d. Zona Perdagangan Campuran 
Menurut Ford, Perkembangan kota-kota Indonesia umumnya 
berasal dari pesisir. Sepanjang jalur ini gradasi aktivitas perdagangan, 
dan perdagangan Cina secara bertahap menyatu ke dalam zona 
komersial campuran. Zona tersebut cenderung menjadi jantung 
ekonomi rill kota, dengan pasar tradisional yang terbuka menuju mall-
mall yang modern. Ruang ini dibagi dengan pedagang-pedagang nasi 





bercampur secara fungsional dan etnis, tetapi juga secara arsitektur 
berbeda. Jalan-jalannya lebih luas dibanding Chinatown. Terdapat 
beberapa gedung kantor, khususnya bank-bank Cina dan gedung-
gedung pemerintahan lama, tetapi tidak ada bangunan yang terlalu 
tinggi dan terlalu mewah. 
e. Zona Pemerintahan 
Zona pemerintahan kata Ford, terletak jauh dari kota kolonial. 
Wilayah ini memanjang dan melingkupi kawasan sebelum 
kemerdekaan maupun wilayah yang lebih baru yang dibangun oleh 
Soekarno. Tidak setiap kantor pemerintahan berada di lokasi ini, tetapi 
tampak adanya kombinasi gedung-gedung dari abad-19 seperti yang 
terdapat di sekitar Medan Merdeka dan area baru seperti Senayan. Di 
zona ini terdapat juga bangunan-bangunan lain seperti stadion, pusat 
pertemuan, sekolah, asrama militer dan ruang terbuka. Pola ini 
merefleksikan tipe ideologi kota Brazilian pada tahun      1960-an. 
f. Zona Perumahan Elit 
Menurut Ford, pada abad ke-18 banyak elit Eropa mencari tempat 
tinggal di luar wilayah pelabuhan yang padat dan tidak sehat. Mereka 
awalnya berupaya tinggal di wilayah sepanjang jalan raya menuju 
kota. Pembangunan Jatinegara dekat "Lapangan Monas" memunculkan 
sebuah wilayah elit di Jakarta. Di Jakarta, Menteng  ditata dengan 
rumah-rumah besar, bungalaw, jalan dengan pohon yang indah. 





awal tahun 1950an, wilayah kelas menengah diperluas. Di Jakarta, 
kota baru Kebayoran Baru yang berada dibalik komplek Asian Games 
segera dibangun. Kebayoran Baru dirancang sebagai pemukiman yang 
modern dengan rumah besar di sepanjang jalan dan pohon-pohon. Di 
Semarang, para elit pindah ke bukit-bukit di bagian selatan dari 
wilayah baru dan rumah dibangun dengan pemandangan kota di 
bawah. 
g. Zona “Kelas Menengah” 
Pembangunan pingiran kota untuk kelompok “kelas menengah” 
kata Ford, merupakan fenomena yang relatif baru di Indonesia. Pola ini 
mulai berubah pada tahun 1970-an. Dengan konstruksi jalan yang 
mengitari kota, pusat pertokoan, kampus, menjadikan harga rumah 
merangkak naik. Di Jakarta kota-kota pinggiran ini adalah Bekasi dan 
Tangerang yang memliki koneksi dan hubungan dengan pelabuhan dan 
bandara internasional. 
h. Zona Industri 
Menurut Ford, pertumbuhan indutsri Indonesia sangat tergantung 
pada pertumbuhan dalam bidang administrasi publik, pelayanan 
komunikasi dan transportasi, konsumsi, keuangan dan real estate. 
Dengan sedikit perkecualian, industri perkapalan di Surabaya, industri 







i. Zona Kampung 
Pemisahan pembangunan kampung dari zona formal, kata Ford, 
menjadi komponen yang penting dalam model perkotaan Indonesia. 
Kira-kira dua-pertiga dari masyarakat Indonesia hidup di kampung, 
tetapi fakta ini kurang informatif karena kampung-kampung berubah-
ubah dalam banyak cara. Menurut sejarahnya, kampung-kampung 
terdiri atas desa-desa yang terpisah dan sering terisolasi serta miskin. 
Dalam beberapa tahun belakangan ini kampung-kampung itu tertelan 
oleh pertumbuhan kota. Ford mendefenisikan kampung sebagai 
wilayah yang sebagian besar tidak melalui perencanaan, terutama bagi 
penduduk yang berpenghasilan rendah. Menurut Ford terdapat empat 
tipe kampung, yaitu: kampung yang berada dalam pusat perkotaan, 
kampung tengah kota, kampung pedesaan dan kampung liar. 
1) Kampung dalam pusat kota. Kampung ini umumnya berlokasi 
antara kota kolonial yang awal dan kota-kota baru yang tumbuh 
kemudian yang umumnya lama, memiliki kepadatan yang tinggi 
dengan sejumlah masaah lingkungan. 
2) Kampung tengah kota. Seperti yang berlokasi di sebalah selatan 
Medan Merdeka di Jakarta. Kondisinya jauh lebih menyenangkan 
dibanding dengan pusat kota, tetapi masih jauh dari ideal. 
Kepadatan penduduk biasanya antara 20.000 dan 40.000 orang/km. 






3) Kampung pedesaan. Letak kampung ini lebih jauh dari tengah kota 
dan sering diasosiasikan dengan, setidaknya menurut sejarah, 
kampung pertanian. Kampung pedesaan selain di pinggiran juga 
relatif mandiri. Beberapa masih berciri pertanian, yang lain 
bergerak dalam bidang kerajinan seperti pembuatan furniture.             
4) Kampung liar. Kampung jenis ini tersebar di wilayah metropolitan 
dan diasosiasikan dengan daerah rawa dan banjir. Beberapa 
kampung tidak bersifat sementara, karena mereka telah ada dalam 
waktu yang lama. Akan tetapi, secara resmi  mereka sementara 
(liar) karena tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam 
skema perbaikan kampung 
Jadi, dari teori-teori tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
Daerah Pusat Kota (DPK) atau Central Bussiness District (CBD) merupakan 
pusat segala aktifitas kota dan lokasi yang stategis untuk kegiatan 
perdagangan skala kota.  
1. Bentuk dan Model Struktur Ruang 
Bentuk struktur ruang kota apabila ditinjau dari pusat pelayanan 
(retail) terbagi menjadi tiga, yaitu: (Sinulingga, 2005) 
a. Monocentric City 
Kota yang belum berkembang pesat, jumlah penduduknya belum 
banyak dan hanya mempunyai satu pusat pelayanan yang sekaligus 






b. Polycentric City 
Perkembangan kota mengakibatkan pelayanan oleh satu pusat 
pelayanan tidak efisien lagi. Kota-kota yang bertambah besar 
membutuhkan lebih dari satu pusat pelayanan yang jumlahnya 
tergantung pada jumlah penduduk kota. Fungsi pelayanan CBD 
diambil alih oleh pusat pelayanan baru yang dinamakan sub pusat kota 
(regional centre) atau pusat bagian wilayah kota. Sementara itu, CBD 
secara berangsur-angsur berubah dari pusat pelayanan retail (eceran) 
menjadi kompleks kegiatan perkantoran komersial yang daya 
jangkauan pelayanannya dapat mencakup bukan wilayah kota saja, 
tetapi wilayah sekeliling kota yang disebut juga wilayah pengaruh 
kota. CBD dan beberapa sub pusat kota atau pusat bagian wilayah kota 
(regional centre) akan membentuk kota menjadi polycentric city atau 
cenderung seperti multiple nuclei city yang terdiri dari: 
1) CBD, yaitu pusat kota lama yang telah menjadi kompleks 
perkantoran. 
2) Inner suburb (kawasan sekeliling CBD), yaitu bagian kota yang 
tadinya dilayani oleh CBD waktu kota belum berkembang dan 
setelah berkembang sebagian masih dilayani oleh CBD tetapi 
sebagian lagi dilayani oleh sub pusat kota. 
3) Sub pusat kota, yaitu pusat pelayanan yang kemudian tumbuh 





4) Outer suburb (pinggiran kota), yaitu bagian yang merupakan 
perluasan wilayah kegiatan kota dan dilayani sepenuhnya oleh sub 
pusat kota. 
5) Urban fringe (kawasan perbatasan kota), yaitu pinggiran kota yang 
secara berangsur-angsur tidak menunjukkan bentuk kota lagi, 
melainkan mengarah ke bentuk pedesaan (rural area). 
c. Kota metropolitan 
Kota metropolitan adalah kota besar yang dikelilingi oleh kota-kota 
satelit yang terpisah cukup jauh dengan urban fringe dari kota tersebut, 
tetapi semuanya membentuk satu kesatuan sistem dalam pelayanan 
penduduk wilayah metropolitan. Adapun model struktur ruang apabila 
dilihat berdasarkan pusat-pusat pelayanannya diantaranya: 
1) Mono centered, terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat yang 
tidak saling terhubung antara sub pusat yang satu dengan sub pusat 
yang lain. 
2) Multi nodal, terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat dan sub-
sub pusat yang saling terhubung satu sama lain. Sub-sub pusat 
selain terhubung langsung dengan sub pusat juga terhubung 
langsung dengan pusat. 
3) Multi centered, terdiri dari beberapa pusat dan sub pusat yang 





4) Non centered, pada model ini tidak terdapat node sebagai pusat 
maupun sub pusat. Semua node memiliki hirarki yang sama dan 






Gambar 4. Model Struktur Ruang 
(Sumber: Sinulingga tahun 2005) 
Selain itu beberapa penulis juga menggolongkan tipologi struktur 











Gambar 5. Tipologi Struktur Ruang 
(Sumber: Diadopsi dari Wiegen, 2005 dalam Surachman, 2012) 
2. Pengertian Pusat dan Sub Pusat Pelayanan Kota 
Pusat kota merupakan pusat dari segala kegiatan kota antara lain 
politik sosial budaya, ekonomi dan teknologi. Jika dilihat dari fungsinya, 





pelayanan bagi daerah-daerah di belakangnya, mensuplainya dengan 
barang-barang dan jasa-jasa pelayanan, jasa-jasa ini dapat disusun menurut 
urutan menaik dan menurun tergantung pada ambang batas barang 
permintaan. Pusat kota terbagi dalam dua bagian: 
a. Bagian paling inti (The Heart of The Area) disebut RBD (Retail 
Business District), Kegiatan dominan pada bagian ini antara lain 
department store, smartshop, office building, clubs, hotel, headquarter 
of economic, civic, political. 
b. Bagian diluarnya disebut WBD (Whole Business District) yang 
ditempati oleh bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi 
dalam jumlah yang besar antara lain pasar dan pergudangan. 
Sedangkan menurut Arthur dan Simon (1973) dalam Surachman 
(2012), pusat kota adalah pusat keruangan dan administrasi dari 
wilayahnya yang memiliki beberapa ciri, yaitu: 
a. Pusat kota merupakan tempat dari generasi ke generasi menyaksikan 
perubahan-perubahan waktu. 
b. Pusat kota merupakan tempat vitalitas kota memperoleh makanan dan 
energi, dengan tersebarnya pusat-pusat aktivitas seperti pemerintahan, 
lokasi untuk balai kota, toko-toko besar dan bioskop. 
c. Pusat kota merupakan tempat kemana orang pergi bekerja, tempat ke 
mana mereka ”pergi ke luar”. 






e. Pusat kota merupakan kawasan di mana kita menemukan kegiatan 
usaha, kantor pemerintahan, pelayanan, gudang dan industri 
pengolahan, pusat lapangan kerja, wilayah ekonomis metropolitan. 
f. Pusat kota merupakan penghasilan pajak yang utama, meskipun kecil 
namun nilai bangunan yang ada di pusat kota merupakan proporsi yang 
besar dari segala keseluruhan kota, karena pusat kota memiliki 
prasarana yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. 
g. Pusat kota merupakan pusat-pusat fungsi administratif dan 
perdagangan besar, mengandung rangkaian toko-toko eceran, kantor-
kantor profesional, perusahaan jasa, gedung bioskop, cabang-cabang 
bank dan bursa saham. Dalam kota kecil yang swasembada, kawasan 
ini juga menyediakan fasilitas perdagangan besar mencakup pusat-
pusat administratif dan transportasi yang diperlukan. 
Sedangkan pengertian sub pusat pelayanan kota adalah suatu pusat 
yang memberikan pelayanan kepada penduduk dan aktivitas sebagian 
wilayah kota, dimana ia memiliki hierarki, fungsi, skala, serta wilayah 
pelayanan yang lebih rendah dari pusat kota, tetapi lebih tinggi dari pusat 
lingkungan. 
3. Faktor-Faktor Timbulnya Pusat Pelayanan 
Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu pusat-pusat 
pelayanan, yaitu: 
a. Faktor lokasi, letak suatu wilayah yang strategis menyebabkan suatu 





b. Faktor ketersediaan sumber daya dapat menyebabkan suatu wilayah 
menjadi pusat pelayanan. 
c. Kekuatan aglomerasi terjadi karena ada sesuatu yang mendorong 
kegiatan ekonomi sejenis untuk mengelompok pada suatu lokasi 
karena adanya suatu keuntungan, yang selanjutnya akan menyebabkan 
timbulnya pusat-pusat kegiatan. 
d. Faktor investasi pemerintah, ketiga faktor diatas menyebabkan 
timbulnya pusat-pusat pelayanan secara ilmiah, sedangkan faktor 
investasi pemerintah merupakan sesuatu yang sengaja dibuat 
(Artificial). 
4. Perkembangan Kota dan Struktur Ruang 
Perkembangan perkotaan adalah suatu proses perubahan keadaan 
perkotaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang 
berbeda. Sorotan perubahan keadaan tersebut biasanya didasarkan pada 
waktu yang berbeda dan untuk menganalisis ruang yang sama. Menurut 
J.H.Goode dalam Surachman (2012), perkembangan kota dipandang 
sebagai fungsi dari pada faktor-faktor jumlah penduduk, penguasaan alat 
atau lingkungan, kemajuan teknologi dan kemajuan dalam organisasi 
sosial.  
Sedangkan menurut Bintarto (1989) dalam Surachman (2012), 
perkembangan kota dapat dilihat dari aspek zona-zona yang berada di 
dalam wilayah perkotaan. Dalam konsep ini Bintarto menjelaskan 





membentuk zona-zona tertentu di dalam ruang perkotaan sedangkan 
menurut Branch (1995) dalam Surachman (2012), bentuk kota secara 
keseluruhan mencerminkan posisinya secara geografis dan karakteristik 
tempatnya. Branch juga mengemukakan contoh pola-pola perkembangan 
kota pada medan datar dalam bentuk ilustrasi seperti: topografi, bangunan, 
jalur transportasi, ruang terbuka, kepadatan bangunan, iklim lokal, 
vegetasi tutupan dan kualitas estetika. 
Secara skematik Branch, menggambarkan 6 (enam) pola 
















Pola Umum Perkembangan Perkotaan 
(Sumber: Diadopsi dari Branch, 1996 dalam Surachman, 2012) 
Berdasarkan pada penampakan morfologi kota serta jenis penyebaran 
areal perkotaan yang ada, Hudson dalam Yunus (1999), mengemukakan 
beberapa alternatif model bentuk kota. Secara garis besar ada 7 (tujuh) 





a. Bentuk satelit dan pusat-pusat baru (satelite and neighbourhood 
plans), kota utama dengan kota-kota kecil akan dijalin hubungan 
pertalian fungsional yang efektif dan efisien. 
b. Bentuk stellar atau radial (stellar or radial plans), tiap lidah dibentuk 
pusat kegiatan kedua yang berfungsi memberi pelayanan pada areal 
perkotaan dan yang menjorok ke dalam direncanakan sebagai jalur 
hijau dan berfungsi sebagai paru-paru kota, tempat rekreasi dan tempat 
olah raga bagi penduduk kota. 
c. Bentuk cincin (circuit linier or ring plans), kota berkembang di 
sepanjang jalan utama yang melingkar, di bagian tengah wilayah 
dipertahankan sebagai daerah hijau terbuka. 
d. Bentuk linier bermanik (bealded linier plans), pusat perkotaan yang 
lebih kecil tumbuh di kanan-kiri pusat perkotaan utamanya, 
pertumbuhan perkotaan hanya terbatas di sepanjang jalan utama maka 
pola umumnya linier, dipinggir jalan biasanya ditempati bangunan 
komersial dan dibelakangnya ditempati permukiman penduduk.  
e. Bentuk inti/kompak (the core or compact plans), perkembangan kota 
biasanya lebih didominasi oleh perkembangan vertikal sehingga 
memungkinkan terciptanya konsentrasi banyak bangunan pada areal 
kecil. 
f. Bentuk memencar (dispersed city plans), dalam kesatuan morfologi 





masing-masing pusat mempunyai grup fungsi-fungsi yang khusus dan 
berbeda satu sama lain, dan 
g. Bentuk kota bawah tanah (under ground city plans), struktur 
perkotaannya dibangun di bawah permukaan bumi sehingga 
kenampakan morfologinya tidak dapat diamati pada permukaan bumi, 
di daerah atasnya berfungsi sebagai jalur hijau atau daerah pertanian 






Bentuk kota: Satelit, kota bintang, cincin, linear, memancar, kompak dan bawah tanah  
  Gambar 7.  
Beberapa Alternative Bentuk Kota 
(Sumber: Diadopsi dari Hudson, 1999 dalam Surachman, 2012) 
Dalam perencanaan fungsional yang dikemukakan Anthony J. 
Catanese dalam Surachman (2012) bahwa bentuk kota terbentuk dari tata 
guna lahan, pembangunan perumahan (real estate), infrastruktur, 






Branch dalam Surachman (2012) mengemukakan bahwa secara fisik 
unsur-unsur perkotaan terbentuk dari bangunan-bangunan. Bangunan yang 
lain yang bukan berupa bangunan gedung, jalur-jalur tranportasi dan 
utilitas kota, ruang terbuka, kepadatan perkotaan, pengaruh iklim, vegetasi, 
kulaitas estetika dan perancangan perkotaan. Sedangkan secara sosial 
unsur perkotaan dipengaruhi oleh besaran jumlah penduduk, komposisi 
penduduk dan penduduk lanjut usia. 
 
C. Kebijakan Terkait Struktur Ruang 
1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional 
Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
disebutkan dalam arahan kebijakan bahwa muatan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota mencakup: 
a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan rencana wilayah kota 
b. Rencana struktur ruang wilayah kota 
c. Rencana pola ruang wilayah kota 
d. Penetapan kawasan strategis kota 
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota (penyediaan dan pemanfaatan 
RTH, non hijau, sarana-prasarana), dan 
f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2007 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah (Perda) 





Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2034, Kabupaten Mamuju 
ditetapkan sebagai Pusat Kagiatan Nasional Promosi (PKNp) yang 
potensial. Dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan terpadu pelabuhan, 
bandar udara, industri, perdagangan, peti kemas dan pariwisata. 
2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 
Tinjauan kebijakan RTRW Provinsi Sulawesi Barat secara hierarki 
akan melandasi penyusunan RTRW Kabupaten Mamuju, yaitu melalui 
kebijakan pengembangan struktur tata ruang dan kebijakan pola 
pemanfaatan ruang. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk 
mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang produktif dan 
berwawasan lingkungan, mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan 
peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan berbasis pada 
perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, kelautan, perdagangan, 
industri, pariwisata dan pendidikan. Dengan strategi penataan ruang 
wilayah terdiri atas: 
a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan 
b. Pengembangan prasarana wilayah 
c. Peningkatan fungsi kawasan lindung 
d. Peningkatan sumberdaya hutan produksi 
e. Peningkatan sumberdaya lahan pertanian, perkebunan dan peternakan 
f. Peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan 
g. Pengembangan potensi pariwisata 





i. Pengembangan potensi industri 
j. Pengembangan potensi perdagangan 
k. Pengembangan potensi pendidikan 
l. Pengembangan potensi permukiman, dan 
m. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 
Kebijakan dan strategi RTRW Propinsi Sulawesi Barat dalam 
pengembangan wilayah terkait pemanfaatan ruang meliputi: 
a. Kebijakan pengembangan wilayah diwujudkan melalui pembagian     6 
(enam) WP serta keterkaitan fungsional antar wilayah dan antar pusat 
pengembangan. 
b. Penetapan WP dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas 
pengelolaan pembangunan merupakan penjabaran dari Kawasan 
Strategis Nasional dan Kawasan Andalan pada sistem nasional. 
3. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju 
Kebijakan tata ruang wilayah provinsi secara hierarki akan melandasi 
penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu melalui 
kebijakan pengembangan struktur tata ruang dan kebijakan pola 
pemanfaatan ruang. Berdasarkan RTRW Propinsi Sulawesi Barat 
menyangkut kepentingan Kabupaten Mamuju kebijakan tersebut adalah: 
a. Kebijakan pengembangan struktur tata ruang 
Dalam sistem perencanaan struktur tata ruang Provinsi Sulawesi 
Barat, Kabupaten Mamuju berada diantara PKL Mamuju Tengah dan 





Sementara itu, Mamuju sendiri merupakan PKNp (Kabupaten), 
Kecamatan Mamuju sebagai PKL perkotaan sedangkan Bonehau, 
Budong-budong, Kalukku, Kalumpang, Karossa, Pangale, Papalang, 
Sampaga, Simboro Kepulauan, Tapalang, Tapalang Barat, Tobadak, 
Tommo dan Topoyo sebagai PKL perdesaan. Rencana struktur ruang 
Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Mamuju 
memiliki lokasi yang strategis dan penataannya lebih diprioritaskan. 
Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam rangka mendorong 
perkembangan wilayah dan menciptakan satu kesatuan sistem 
pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. 
Dalam rencana struktur dan tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju 
terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dan 
rencana struktur ruang tersebut adalah: 
1) Mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mamuju. 
2) Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan 
kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah. 
3) Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang ada, 
baik sumberdaya manusia, alam, sumberdaya binaan, maupun 
sumberdaya pembiayaan. 
4) Pemecahan persoalan pengembangan wilayah. 
5) Mewujudkan aspirasi masyarakat. 






a) RTRWP Sulawesi Barat dan RTRW Nasional. 
b) Visi dan misi pembangunan Kabupaten Mamuju. 
c) Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan 
prasarana pada tiap wilayah. 
d) Keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang ada, baik 
sumberdaya manusia, alam, sumberdaya binaan, maupun 
sumberdaya pembiayaan. 
e) Persoalan teknis pengembangan wilayah. 
f) Hasil-hasil dialog. 
g) Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) 
dikembangkan. 
b. Rencana struktur tata ruang wilayah 
Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana 
susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah 
kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana 
yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi 
fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. Mengacu pada pedoman 
penyusunan RTRW kabupaten (Permen PU No. 16 tahun 2009), pusat 
kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, 
budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat di wilayah 
kabupaten, terdiri atas: 
1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten. 





3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten. 
4) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah 
kabupaten. 
5) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang 
penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu: 
a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 
kecamatan atau beberapa desa. 
b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat 
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 
antar desa. 
 
D. Pandangan Islam Tentang Struktur Ruang 
Dalam pandangan Islam, struktur tata ruang merupakan hal yang tidak 
dapat lagi terbantahkan dan telah diciptakan dan diatur oleh Allah SWT, 
sebagaimana yang telah diuraikan dalam al-Qur‟an yang kemudian dijelaskan 
secara lengkap dalam al-Hadist. Kata struktur dalam pandangan Islam pada 
hakekatnya adalah pembagian-pembagian unsur yang memiliki fungsi dan 
peran serta keterkaitannya dengan unsur-unsur lainnya sehingga membentuk 
suatu sistem (kelompok-kelompok) yang kokoh untuk berjalannya kehidupan 
menurut Sang Pencipta. Setiap unsur memiliki fungsi dan peran yang berbeda 
dan diantara unsur tersebut terdapat unsur utama yang dikelilingi oleh unsur-





dalam al-Qur‟an merupakan pengetahuan yang tidak lagi terbantahkan dan 
harus diyakini karena kerusakan dalam setiap unsur akan menimbulkan 
malapetaka ataupun bencana atas apa yang telah dipengaruhinya. 
Penafsiran-penafsiran yang telah dikembangkan membawa harapan atas 
pengetahuan yang perlu disadari oleh semua manusia, bahwa sesungguhnya 
alam semesta ini juga memiliki struktur sebagaimana dalam Buku Kuning 
yang dituliskan oleh Hatta tentang struktur langit dalam al-Qur‟an. 
Dalam tulisannya dijelaskan bahwa pada pakar astronomi pada awalnya 
mengira bahwa jagad raya ini kebanyakan adalah ruang hampa atau kosong, 
maka mereka menyebutnya sebagai angkasa atau antariksa (angkasa luar), 
keyakinan ini bertahan lama sampai periode belakangan ini, yaitu pada akhir 
abad ke-20 lalu, ketika para ahli astronomi mengumumkan penemuan barunya 
yang mereka sebut “Struktur Angkasa”. Mereka kemudian meyakini bahwa 
jagad raya ini tiada lain adalah sebuah struktur bangunan yang kokoh, tidak 
terdapat sedikit pun ruang yang kosong. Maka mulailah mempergunakan 
istilah “struktur angkasa” bagi jagad raya. (Nursyam, 2013) 
1. Astronomi Al-Quran tentang struktur langit 
Al-Qur‟an, sangat jelas bahwa istilah “struktur kosmos” bukanlah hal 
yang baru, bahkan lebih dari 14 abad lalu al-Qur‟an telah 
mengkonfirmasikannya dalam sebuah ayat sumpah, di mana Allah apabila 
bersumpah dalam al-Qur‟an terhadap suatu makhluk pastilah yang 






َمآِء َوَما َبَنٰىَها  َوٱلسَّ
Terjemahnya: 
“Demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan).” (QS. Asy-Syams 
ayat 5) 
 
Selain ayat sumpah pada awal kajian di atas (QS. Asy-Syams ayat 5), 
ada beberapa ayat yang lain telah menjelaskan keajaiban struktur langit 
tersebut, seperti pada firman Allah: 
ضَ  َرأ ُ ٱلهِذى َجَعَل لَُكُم ٱْلأ قََزاًرا َوٱلسهَمآَء بِنَآءً  ٱَّلله  
Terjemahnya: 
“Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit 
sebagai (stuktur) atap.” (QS. Al-Mu‟min ayat 64) 
 
Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah menciptakan 
angkasa luar (langit) dengan struktur yang kokoh, padu dan tidak terdapat 
sedikit pun ruang yang kosong, sebagaimana dugaan para ahli astronom 
sebelumnya. 
Kosmos (angkasa luar) atau jagad raya menurut informasi yang ada 
dan hasil penemuan yang telah dicapai manusia adalah suatu ruang yang 
sangat luas tanpa batas, yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Di 
dalamnya bertebaran dan tersusun rapi/sangat cermat jumlah yang sangat 
besar dari galaksi-galaksi, yaitu bagaikan gugusan kepulauan angkasa 
yang sangat besar, berkobar, tersusun didalamnya dengan kekuasaan 
Allah, milyaran benda-benda langit yang sangat bervariasi seperti awan 
gas, debu kosmos, nebula, bintang-bintang, planet-planet, komet-komet 
dan meteor-meteor. 
Berbicara tentang langit dan bumi beserta dengan isinya merupakan 





Apalagi data-data yang tersedia sekarang masih sangat terbatas dan instan, 
khususnya masih banyak dalam taahap riset (uji coba dan pengembangan). 
Lebih penting lagi bahwa masih banyak sekali hal-hal yang belum dapat 
dicapai dan diluar jangkauan manusia hingga Allah berfirman: 
ثََز ٱلنهاِس  ه أَكأ ِك بَُز ِمهأ َخلأِق ٱلنهاسِ َولََٰ ِض أَكأ َرأ ِت َوٱْلأ َوَٰ َمَٰ لََخلأُق ٱلسه
لَُمونَ   ََل يَعأ
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada 
penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” 
(QS. Al-Mu‟min ayat 57)  
 
Jagad raya yang terdiri dari beberapa kelompok seperti kelompok tata 
surya, terdapat milyaran kelompok-kelompok lebih besar yang lain di 
kenal denga Galaksi, sebagian besar galaksi di gabungkan dalam sebuah 
himpunan yang disebut klaster, untuk kemudian membentuk himpunan 
yang lebih besar yang disebut superklaster. Strukrur yang lebih besar ini 
dikelilingi oleh ruang hampa di dalaam alam semesta (Nursyam, 2013). 
2. Keajaiban Sumpah Struktur Langit 
Dari keterangan-keterangan diperoleh diatas, membuktikan betapa 
dahsyatnya sumpah “demi langit dan strukturnya”, pada ayat ke-5 dari 
surah Asy-Syams. Sumpah yang maha dahsyat ini menunjukkan 
keagungan langit, ke Maha Suci-an Penciptanya dan sekaligus 
memperingatkan kepada manusia agar selalu memikirkan betapa luas 
langit yang tidak terjangkau tersebut, kokoh strukturnya, padu gerakannya 





Hal ini tidak diketahui oleh sains modern kecuali pada beberapa puluh 
tahun belakangan ini. Adanya fakta ilmiah al-Qur‟an pada ayat sumpah di 
atas, menunjukkan bahwa al-Qur‟an merupakan sumber mutlak ilmu 
pengetahuan dan perkataan Allah Yang Maha Pencipta. Sekaligus 
menunjukkan bahwa nabi penutup Muhammad SAW telah menerima 
wahyu dan menyampaikannya dari Sang pencipta Langit dan bumi. 
Dengan demikian, semakin menambah dan semakin memperkokoh 
iman orang-orang beriman, serta mengajak orang-orang musyrik dan kafir 
untuk beriman kepada Allah pencipta alam semesta, taat dan menyembah 
kepada-Nya tanpa mempersekutukan serta tidak menyerupakan Allah 
dengan yang lain. Itulah keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat, 
tiada keselamatan dan kesuksesan selainnya.  
Selain penjelasan tersebut diatas, masih banyak ayat-ayat al-Qur‟an dan 
al-Hadist yang menguraikan tentang struktur sebagai suatu konsep yang telah 
diatur dan ditentukan oleh Allah SWT. Seperti pada materi tentang keluarga 
sebagai suatu struktur yang komponen atau unsur-unsurnya sudah sangat jelas 
dengan lingkup tanggung jawab dan kewajiban masing-masing anggota 
keluarga. Jika akan diuraikan dalam materi ini semua ayat-ayat yang terkait 































Analisis Struktur Ruang Perkotaan Kecamatan Mamuju 
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 
Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pembentuk struktur 
ruang perkotaan di Kecamatan 
Mamuju Kabupaten Mamuju 
Provinsi Sulawesi Barat.  
2. Mengetahui struktur ruang perkotaan 
di Kecamatan Mamuju Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pembentuk struktur ruang 
perkotaan Kecamatan Mamuju 
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi 
Barat ? 
2. Bagaimana struktur ruang perkotaan 
di Kecamatan Mamuju Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ? 
Struktur Ruang Perkotaan Kecamatan Mamuju 
Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2007 tentang 
RTRWN dan Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 
1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi 
Barat tahun 2014-2034, Kabupaten Mamuju 
ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional 





1. Teori Konsentris (Burgess, 1925) 
2. Teori Poros (Babcock , 1932) 
3. Model Struktur Ruang Perkotaan  
Indonesia (Ford, 1993) 
Analisis  
Skalogram 
Analisis Fisik Lingkungan 






A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju 
Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Mamuju merupakan ibukota kecamatan 
Kabupaten Mamuju yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar dan 
Pulau Kalimantan. Secara geografis Kecamatan Mamuju berbatasan dengan: 
Sebelah Utara : Selat Makassar 
Sebelah Timur : Kabupaten Mamasa 
Sebelah Selatan : Kecamatan Tapalang 
Sebelah Barat : Kecamatan Simboro 















B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini digolongkan 
kedalam dua jenis, yaitu: 
a. Data Primer, dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara 
dengan pihak yang terkait dengan penelitian. Data primer yang 
dimaksud adalah: 
Kondisi struktur ruang di Kecamatan Mamuju berupa sebaran fasilitas 
pelayanan dan infrastruktur dalam hal ini jalur transportasi serta 
dokumentasi penelitian. 
b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari instansi pemerintah atau 
swasta yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu: 
Aspek fisik wilayah Kecamatan Mamuju (topograri, jenis tanah, curah 
hujan, hidrologi dan penggunaan lahan), draf RTRW Kecamatan 
Mamuju, data demografi penduduk, kebijakan pemerintah Kecamatan 
Mamuju dan peta-peta yang mendukung penelitian. 
2. Sumber Data 
Data yang berkaitan dengan penelitian ini bersumber dari beberapa 
instansi terkait seperti Kantor Camat Kecamatan Mamuju, Kantor Dinas 
Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA 





C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Observasi lapangan, dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi 
struktur ruang perkotaan Kecamatan Mamuju baik kondisi fisik maupun 
keadaan masyarakat di lokasi penelitian dengan terjun langsung 
kelapangan.  
2. Wawancara, dilakukan untuk menggali informasi dari instansi terkait 
maupun para ahli terkait struktur ruang perkotaan Kecamatan Mamuju.  
3. Studi Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari 
lembaga yang berhubungan dengan penelitian seperti BAPPEDA, Kantor 
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Kantor Camat serta instansi lainnya. 
Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. 
Tabel 1. 
Pasangan Metode Analisis dengan Alat Analisis Pengumpul Data 
No. Jenis Metode Alat Analisis 
1. Observasi Lapangan Wawancara 
2. Wawancara Inventori/Pedoman 
3. Studi Dokumentasi Lembaran Pengamatan 
       Sumber: Data primer dan data sekunder 
D. Variabel Penelitian 
Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan, diperoleh beberapa 
variabel terpilih yang  mendukung proses penelitian ini. Selengkapnya dapat 





No Variabel Indikator 
1 Fisik Wilayah 
 Administrasi dan geografi 
 Topografi dan kemiringan lereng 
 Curah hujan 
 Hidrologi 
 Geologi dan jenis tanah 





 Sosial dan Pemerintahan 
 Perdagangan dan Jasa 





 Sumber daya air 
         Sumber: Data primer dan data sekunder 
E. Metode Analisis 
Setelah diketahui variabel data yang akan digunakan dalam melakukakan 
pengolahan data, berikut metode analisis untuk menjawab rumusan masalah 
dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Analisis GIS (Geographic Information System)  
Proses penyusunan basis data dalam analisis GIS diawali dengan 
pengumpulan data primer dan data sekunder terlebih dahulu kemudian 
dikonversi kedalam suatu basis data spasial dan atribut. Langkah dalam 
menyusun data spasial adalah dengan melakukan digitasi menggunakan 
perangkat Software ArcGIS 10.3 melalui metode digitasi on screen, yaitu 
digitasi langsung pada layar komputer. Data atribut tersebut disusun untuk 
memberikan informasi mengenai kenampakan spasial yang ada di 
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Kecamatan Mamuju  sehingga menghasilkan suatu basis data yang terdiri 
dari data spasial dan atribut. 
Proses digitasi data menghasilkan suatu layer yang berisi informasi 
yang spesifik. Layer yang akan di analisis kemudian di tumpang tindih 
(Overlay) dengan data lain yang mendukung sehingga menghasilkan 
output yang baru. Data hasil overlay lalu di analisis untuk mengetahui 
pembentuk struktur ruang di Kecamatan Mamuju. 
Pada tahap berikutnya dilakukan evaluasi akhir berdasarkan 
pengamatan secara langsung di lapangan (ground check) sehingga 
diperoleh hasil akhir berupa peta fungsi dan kemampuan lahan dalam 
bentuk peta tematik. 
2. Analisis Skalogram 
Skalogram merupakan metode analisis yang digunakan untuk 
menganalisis pusat-pusat permukiman khususnya hierarki dan orde pusat-
pusat permukiman. Penyusunan skalogram dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menghitung jumlah dan fungsi fasilitas dalam suatu permukiman. 
Metode skalogram menghimpun seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh 
setiap desa/kelurahan di Kecamatan Mamuju kemudian didata dan disusun 
dalam satu tabel. 
Penyusunan tabel ini serupa dengan Skala Guttman, hanya ketiga 
tabel tersebut dijadikan satu dengan asumsi bahwa masing-masing fasilitas 




F. Defenisi Operasional 
1. Analisis GIS (Geographic Information Sistem) 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui pembentuk struktur ruang di 
Kecamatan Mamuju berdasarkan aspek fisik lingkungan dan lingkungan 
fisik yaitu kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah dan penggunaan 
lahan. Untuk membuat peta dibutuhkan seperangkat data sebagai berikut: 
a. Draf RTRW Kabupaten Mamuju, untuk mendapatkan: 
1) SHP Kemiringan lereng 
2) SHP Curah hujan 
3) SHP Jenis tanah 
4) SHP Penggunaan lahan 
b. Kemudian SHP diolah menggunakan software GIS (ArcMap 10.3) 
Berikut ini langkah-langkah overlay peta dengan menggunakan 
software arcGis 10.3: 
a. Tampilkan empat peta yang akan di overlay pada aplikasi ArcGis 10.3. 
b. Pilih Add Data dan pilih direktori penyimpanan peta kemudian Klik 
Add dan otomatis peta akan tampil pada layer. 
c. Pilih Intersect pada tool Georeferensing lalu pilih Input Feature pada 
proses Intersect; 
d. Masukkan keempat peta dasar yang di gunakan lalu pilih direktori 
penyimpanan hasil overlay peta selanjutnya klik Save dan klik OK. 
e. Secara otomatis hasil overlay akan tampil pada layer ArcGis 10.3. 
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f. Tambahkan atribut harkat pada tabel atribut lalu klik kanan shapefile 
dan pilih Open Attribute Table selanjutnya tambahkan kolom tabel 
dengan klik Table Option lalu klik Add Field, berikan keterangan 
nama pada kolom dan pilih Short Integral. 
g. Selanjutnya klik Start Editing pada tool Editor lalu blok tabel harkat 
kemudian klik kanan dan klik Field Calculator, pilih atribut yang akan 
dijumlahkan lalu klik OK. 
h. Urutkan harkat dari kecil hingga terbesar dengan memblok tabel harkat 
dan pilih Sort Ascending selanjutnya klik Stop Editing pada tool Editor 
lalu klik Save pada Option Stop Editing. 
i. Berdasarkan hasil overlay, maka perlu menggabukan atribut yang sama 
pada tabel dengan Dissolve yang ada pada Geoprocessing kemudian 
pilih Input Feature yang akan diolah (data hasil overlay) lalu pilih 
direktori penyimpanan selanjutnya pilih (√) pada kolom tabel atribut 
yang akan digunakan dan klil OK. 
j. Setelah di Dissolve, maka harus menambahkan tabel kelas untuk 
menentukan tingkat bahaya banjir misalkan tingkat kerawanan banjir 
rendah, karawanan banjir menengah, dan kerawanan banjir tinggi. Klik 
kanan pada Shapefile lalu Open Attribute Table kemudian tambahkan 
kolom tabel dengan klik Add Field selanjutnya berikan keterangan 
nama pada kolom dan pilih Short Intergral; 
k. Selanjutnya klik Start Editing pada tool Editor beri kelas pada setiap 
poligon hasil digitasi kemudian klik Stop Editing pada tool Editor, klik 
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Save pada Option Stop Editing lalu tutup atribut dan kembali ke 
Window Layer. Maka terbentuklah sebuah peta fungsi dan kemampuan 
lahan. 
2. Analisis skalogram 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui struktur ruang di 
Kecamanatan Mamuju dengan menghitung jumlah sebaran fasilitas sarana 
dan prasarana yang tersebar disetiap desa/kelurahan di Kecamata Mamuju. 
Untuk menyusun skalogram dibutuhkan seperangkat data sebagai berikut:  
a. Daftar semua permukiman yang ada pada wilayah penelitian. 
b. Jumlah penduduk untuk setiap permukiman.  
c. Peta yang menunjukkan lokasi dari setiap permukiman. 
d. Daftar fungsi/fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang terdapat pada 
setiap permukiman.  
Penyusunan skalogram dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai 
berikut:  
a. Buat sebuah tabel yang jumah barisnya sama dengan jumlah 
permukiman di tambah satu dan jumlah kolomnya sama dengan 
fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang terdapat pada wilayah yang 
ditinjau ditambah satu.  
b. Kolom pertama, dimulai pada baris kedua, diisi dengan nama satuan 
permukiman, dimulai dengan satuan permukiman yang memiliki 
jumlah penduduk yang terbesar.  
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c. Pada baris pertama dimulai dari kolom kedua berturut-turut kearah 
kanan dengan diisi dengan nama kode fungsi/fasilitas pelayanan. 
Dengan demikian setiap sel dari tabel tersebut mewakili keberadaan 
suatu fungsi pada suatu satuan permukiman.  
d. Isi dengan tanda X sel yang mewakili fungsi tertentu yang terdapat 
pada satuan permukiman. Contoh hasil langkah-langkah 1 sampai 
dengan 4 diperlihatkan pada tabel 3 untuk 7 satuan permukiman dan 
10 fungsi pelayanan.  
Tabel 3. 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kota A X X X X X X X X X X 
Kota B X - X - X X X - X - 
Kota C - X - X - X X X - - 
Kota D X - - - - - X - X - 
Kota E - - X - - - X - - - 
Kota F X - - - X - X - X X 
Kota G X - - - - - X - - - 
Keterangan:  
Cara pengisian tabel adalah, jika terdapat fungsi pelayanan maka diberi angka 1 
mewakili fungsi tertentu yang terdapat pada satuan kawasan tertentu. Simbol 1-12 
adalah jenis fasilitas yang terdapat atau dimiliki dalam suatu wilayah/kawasan.  
e. Atur kembali letak fungsi dan satuan permukiman. Fungsi yang paling 
banyak terdapat pada satuan permukiman diletakkan pada kolom 
paling kiri dan satuan permukiman yang memiliki jumlah fungsi 
terbanyak diletakkan pada baris paling atas. Pengaturan ini diulangi 
untuk semua satuan permukiman dan fungsi yang ada sedemikian rupa 
sehingga diperoleh X yang mendekati bentuk segitiga. Hasil 








7 1 9 5 3 6 8 10 2 4 
Kota A X X X X X X X X X X 
Kota B X X X X X X - - - - 
Kota C X - X - - X X - X X 
Kota D X X - - - - X - X - 
Kota E X - - - X - - - - - 
Kota F X X X X - - X - - - 
Kota G X X - - - - X - - - 
Index sentralisasi dari suatu permukiman dihitung berdasarkan jumlah 
dari bobot fungsi yang terdapat pada permukiman tersebut. Makin besar 
index ini menunjukkan tingkat sentralisasi yang semakin tinggi pula. 
Tahapan perhitungan index sentralisai bobot adalah sebagai berikut:  
a. Salin skalogram yang sebelumnya telah dibuat ganti tanda X dengan 
angka Y.  
b. Hitung jumlah total menurut baris dan kolom.  




C : Bobot fungsi  
t : Nilai sentralisasi total, diambil sampai dengan 100  
T : Jumlah total fungsi dalam wilayah yang ditinjau 
 
Tabel 5. 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
B 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
C 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 
D 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 
          t 
C  =  – 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
E 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
F 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
G 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Jumlah 
Fungsi 





















































































a. Tambahkan satu baris pada tabel dimaksud dan dituliskan pada baris 
tersebut hasil perhitungan bobot fungsi tadi. Hasil langkah-langkah 1 
sampai 4 di perlihatkan pada 5.  
b. Buat tabel lain yang serupa dengan tabel sebelumnya. Ganti angka 1 
yang ada dengan bobot fungsi yang telah dihitung pada langkah 3.  
c. Hitung jumlah total dari setiap bobot fungsi untuk mendapatkan index 
sentralisasi terbobot dari setiap satuan permukiman. Hasil akhir dapat 
diperlihatkan pada tabel 6. 
Tabel 6. 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 12,5 12,5 12,5 16,6 20,0 25,0 33,0 50,0 100 100 382,1 
B 12,5 12,5 12,5 16,6 20,0 25,0 33,0 50,0 0 0 182,1 
C 12,5 12,5 12,5 16,6 20,0 25,0 33,0 0 0 0 99,1 
D 12,5 12,5 12,5 16,6 20,0 25,0 0 0 0 0 132,1 
E 12,5 12,5 12,5 16,6 20,0 0 0 0 0 0 74,1 
F 12,5 12,5 12,5 16,6 0 0 0 0 0 0 54,1 



















































HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten 
1. Geografi dan Administrasi Kabupaten Mamuju 
Kabupaten Mamuju merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang 
memiliki luas wilayah 801,406 ha dengan didukung prasarana dan sarana 
yang memadai seperti jalan, jaringan persampahan, drainase, jaringan 
listrik, jaringan komunikasi, pendidikan, perkantoran, perdagangan dan 
jasa, dan lain sebagainya.  
Secara geografis Kabupaten Mamuju terletak pada bagian barat Pulau 










Timur dari Jakarta (00
o
0’0” Jakarta = 160
o
48’28” Bujur Timur Green 
Wich). Dimana Ibukota Kabupaten Mamuju barada di Kecamatan Mamuju 
yang merupakan wilayah dilaksanakannya penelitian ini. 
Secara administratif, wilayah Kabupaten Mamuju memiliki batasan 
langsung dengan beberapa wilayah lain sebagai berikut: 
Utara  : Kabupaten Mamuju Utara 
Timur : Kabupaten Luwu Utara 
Selatan : Kabupaten Mamasa 
Barat  : Selat Makassar 
Luas wilayah Kabupaten Mamuju 801,406 ha yang terdiri dari 16 
kecamatan, 143 desa, 10 kelurahan dan 4 UPT (Unit Pemukiman  
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Transmigrasi). Diantara 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju, 15 
kecamatan berada di wilayah daratan dan 1 kecamatan berada di wilayah 
kepulauan. Adapun kecamatan yang berada di Kabupaten Mamuju dapat 
dilihat pada tabel dan peta berikut: 
Tabel 7. 
Jumlah dan Luas Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tahun 2017 
No Kecamatan Luas (ha) Persentase (%) 
1 Tapalang  50,411 6,29 
2 Tapalang Barat 12,714 1,59 
3 Mamuju  16,024 2,00 
4 Simboro 9,169 1,14 
5 Balabalakang 9,00 0,11 
6 Kalukku 46,199 5,76 
7 Papalang 16,043 2,00 
8 Sampaga 9,594 1,20 
9 Tommo 58,828 7,34 
10 Kalumpang 177,821 22,19 
11 Bonehau 95,076 11,86 
12 Budong-budong 114,043 14,32 
13 Pangale 23,252 2,90 
14 Topoyo 54,388 6,79 
15 Karossa 106,931 13,34 
16 Tobadak 10,013 1,25 
Jumlah 801,406 100 






























Berdasarkan tabel dan peta diatas dapat dilihat di mana Kecamatan 
Kalumpang merupakan kecamatan terluas dengan luas 177,821 km
2
 atau 
22,19 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju. Sedangkan 
kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Balabalakang dengan 
luas 9 km
2
 atau 0,11 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju. 
2. Kondisi Fisik Kabupaten Mamuju 
a. Topografi dan kemiringan lereng 
Keadaan topografi Kabupaten Mamuju pada umumnya adalah 
daerah dengan curah hujan tinggi dan daerah yang memiliki kisaran 
kemiringan antara 15-45 %. Kondisi ini mempengaruhi topografi 
wilayah sehingga bervariasi mulai dari daerah datar, landai dan agak 
curam. Hal ini juga mempengaruhi tingkat kepekaan tanah terhadap 
erosi, yakni daerah yang cukup stabil, daerah yang terancam dan 
daerah yang rentan erosi. Bagian wilayah dengan kemiringan lereng 
antara 0-2 % terbesar di wilayah Kecamatan Budong-budong, yakni 
30.048 ha atau 26,55 %. Sedangkan untuk kemiringan lereng antara   
2-15 % terdapat di Kecamatan Kalumpang seluas 25.066 ha atau  
30,52 % dan bagian wilayah dengan kemiringan antara 15-25 % luas 
terbesar juga berada di Kecamatan Kalumpang yakni 105.735 ha atau 
47,01 %. Untuk kemiringan diatas 40% juga terdapat di Kecamatan 
Kalumpang yakni 77.890 ha.  
Jika dicermati, konfigurasi wilayah Kabupaten Mamuju menurut 
kemiringan lereng, maka bagian wilayah yang termasuk datar adalah 
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bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. 
Sebaliknya semakin ke timur secara gradual juga tingkat kemiringan 
ini semakin tinggi dengan kondisi lahan yang bergelombang dan 
berbukit. Ditinjau dari aspek ketinggian wilayah Kabupaten Mamuju 
dapat dibedakan menjadi 6 (enam) zona: 
Tabel 8. 
Ketinggian Wilayah Kabupaten Mamuju tahun 2017 
No Ketinggian (m) Luas (ha) Persentase (%) 
1 0 – 25 35.875 4,43 
2 25 – 100 130.186 16,06 
3 100 – 500 206.106 25,46 
4 500 – 1.000 159.769 19,71 
5 1.000 – 1.500 128.669 16,06 
6 1.500 148.714 16,06 
    Sumber: BPS Kecamatan Mamuju 2018 
b. Hidrologi 
Kabupaten Mamuju dikenal dengan kabupaten yang rawan dengan 
bahaya banjir. Salah satunya datang dari kondisi DAS yang tidak bisa 
lagi bersahabat dengan lingkungan sekitarnya, dimulai dari hulu 
hingga hilir. Banyak dari kondisi sungai di Mamuju saat ini secara 
fisik telah mengalami gangguan akibat dari deforestasi hutan. 
Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Mamuju dilintasi oleh 
sungai. Kecamatan yang paling banyak dilintasi sungai adalah 
Kecamatan Bonehau dengan 12 sungai yang melintasinya. Di 
Kabupaten Mamuju terdapat banyak sungai-sungai kecil yang 
berfungsi sebagai drainase bagi daerah pedataran pantai. Berdasarkan 
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pengamatan dilapangan sungai-sungai ini banyak yang menyempit 
akibat pendangkalan dan juga limbah sampah. 
c. Geologi dan jenis tanah 
Berdasarkan data geologi Kabupaten Mamuju, jenis tanah di 
daerah ini dapat dogolongkan menjadi 4 (empat) jenis, yakni tanah 
alluvial, regosol, andosol dan tanah mediteran. Sedangkan untuk 
kandungan geologi di Kabupaten Mamuju secara garis besarnya dibagi 
menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan 
kelompok galian industri. 
d. Tata Guna Lahan 
Kondisi tata guna lahan di Kabupaten Mamuju secara umum terdiri 
dari sawah, perkebunan, permukiman, tambak, fasilitas sosial ekonomi 
dan lahan kosong. Pergeseran pemanfaatan lahan di wilayah 
Kabupaten Mamuju secara umum belum mengalami perubahan yang 
cukup drastis hanya pada beberapa bagian kawasan strategis di 
wilayah perkotaan cepat tumbuh, akibat terjadinya peningkatan 
pembangunan jumlah unit perumahan dan pengadaan sarana serta 
prasarana umum. 
penggunaan lahan di Kabupaten Mamuju untuk keperluan kegiatan 
perkebunan mencapai 42.937,524 ha atau setara dengan 5,36 % dari 
luas wilayah Kabupaten Mamuju. selain itu terdapat juga lahan yang 
dipergunakan untuk kegiatan tegalan/ladang, dengan luas mencapai 
18.148,273 ha atau setara dengan 2,26 % dari luas wilayah Kabupaten 
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Mamuju. penggunaan lahan untuk kegiatan persawahan memiliki luas 
17.486,858 ha atau sama dengan 2,18 % penggunaan lahan berupa 
semak belukar, tanah terbuka dan tambak dengan total luas mencapai 
26.298,094 ha. 
 
B. Gambaran Umum Kecamatan 
1. Geografis dan Administrasi Kecamatan Mamuju 
Kecamatan Mamuju adalah salah satu kecamatan yang terletak di 
Kabupaten Mamuju. Berada pada pusat Ibukota Provinsi Sulawesi Barat 
meliputi wilayah seluas 206.64 km
2
 yang terdiri dari wilayah Pegunungan, 
perbukitan, dataran, pesisir dan laut. 
Secara geografis Kecamatan Mamuju berada pada posisi koordinat 
118
o
53’30” Lintang Selatan dan 2
o
40’28” Bujur Timur serta berada pada 
elevasi 0-500 mdpl. Letak geografis wilayah Kecamatan Mamuju 
memiliki potensi yang cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah 
Kabupaten Mamuju dengan wilayah luar dalam skala nasional. Terutama 
dengan adanya dukungan fasilitas transportasi. Potensi posisi wilayah 







Secara administrasi Kecamatan Mamuju berbatasan langsung dengan 
wilayah sebagai berikut: 
Utara : Selat Makassar  
Timur  : Kecamatan Kalukku 
Selatan  : Kecamatan Tapalang 
Barat : Kecamatan Simboro 
Kecamatan Mamuju terdiri dari 4 desa dan 4 kelurahan dengan luas 
wilayah keseluruhan 206.64 km
2
 Adapun desa/kelurahan yang berada di 
Kecamatan Mamuju adalah sebagai berikut: 
Tabel 9. 
Jumlah dan luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Mamuju tahun 2017 
No Kelurahan/Desa Luas (km
2
) 
Persentase Terhadap Luas 
Kecamatan Kabupaten 
1 Binanga 34,04 16,47 0,43 
2 Mamunyu 47,83 23,15 0,60 
3 Tadui 29,11 14,09 0,37 
4 Bambu 15,34 7,42 0,19 
5 Karampuang 6,37 3,08 0,08 
6 Rimuku 10,63 4,14 0,13 
7 Karema 52,53 25,42 0,66 
8 Batupannu 10,79 5,22 0,14 
Jumlah 206,64 100 2,00 
 Sumber: Profil Kecamatan Mamuju tahun 2018 
Berdasarkan tabel di atas desa/kelurahan yang paling luas 
wilayahnya adalah Kelurahan Karema dengan luas wilayah 52,53 km
2
 
25,42 % dari luas wilayah Kecamatan Mamuju. Sementara desa/kelurahan 
dengan wilayah yang paling kecil adalah Desa Karampuang dengan luas 
wilayah 6,37 km
2
 atau 3,08 % dari luas wilayah Kecamatan Mamuju. 




























2. Kondisi Fisik Kecamatan Mamuju 
a. Topografi 
Sebagian besar wilayah Kecamatan Mamuju merupakan daerah 
perbukitan, hanya sebagian kecil dari wilayahnya yang bertopografi 
datar. Daerah dengan topografi datar sebagian kecil merupakan daerah 
pedataran pantai yang memanjang sepanjang garis pantai dengan yang 
hanya sekitar 4 km. Daerah perbukitan mempunyai kemiringan lereng 
yang bervariasi. Namun sebagian besar wilayahnya mempunyai 
kemiringan   lereng   lebih   dari  12   %.   
Dengan   kondisi   topografi demikian, maka curah hujan yang 
jatuh di hulu akan cepat sampai dibagian hilir yang berpotensi 
menimbulkan genangan pada daerah pedataran pantai. Daerah 
pedataran pantai ini elevasinya cukup rendah, berkisar antara 0-2 meter 
diatas muka air laut rata-rata (MSL). 
b. Hidrologi 
Kondisi hidrologi merupakan unsur pokok dalam kehidupan 
masyarakat. Air disamping merupakan potensi juga merupakan 
masalah jika belum bisa dikendalikan. Pada Kecamatan Mamuju tidak 
memiliki genangan periodik, namun memiliki genangan permanen 
yakni laut yang memanjang di bagian barat Kecamatan Mamuju, 
sementara itu untuk air tanah, masyarakat di Kecamatan Mamuju 






















































c. Geologi dan jenis tanah 
Aspek geologi merupakan aspek yang mempunyai kaitan yang erat 
hubungannya dengan potensi sumber daya tanah. Struktur geologi 
tertentu berasosiasi dengan ketersediaan air tanah, minyak bumi dan 
lain-lain. Selain itu struktur geologi selalu dijadikan dasar 
pertimbangan dalam pengembangan daerah dengan pembangunan 
sarana dan prasarana. sebagai pembentuk struktur batuan di  wilayah  
Kecamatan  Mamuju  antara  lain  endapan  alluvial,  batu gamping   
dan   mediteran.  Sedangkan  struktur   tanah  dan  batuan di wilayah 
Kecamatan Mamuju meliputi struktur batuan (geologi) yang terdiri 
dari struktur batuan gunung api kering (Qv) dan batuan gunung api 
bersifat menengah dan basah (Tnv). 
d. Penggunaan lahan 
Perkembangan penduduk di wilayah Kecamatan Mamuju dalam 
kurung waktu 2015-2018 mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya arus urbanisasi 
semenjak dijadikannya wilayah kecamatan ini sebagai daerah otonom 
baru atau pusat pemerintahan serta sebagai Ibukota Kabupaten 
Mamuju pada tahun 2004. 
Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Mamuju berdasarkan 
proyeksi penduduk pada tahun 2016 sebanyak 68.021 jiwa dengan 
kepadatan penduduk mencapai 329 jiwa/km
2
. Sebagaimana 





















































terbesar berada di Kelurahan Binanga yakni sebanyak 23,494 jiwa dari 
total penduduk Kecamatan Mamuju. Sementara jumlah penduduk 
paling sedikit terdapat di Desa Batupannu dengan jumlah penduduk 
1,399 jiwa dari total penduduk Kecamatan Mamuju. Oleh karena itu, 
pemerintah Kabupaten Mamuju akan mewaspadai lonjakan penduduk 
di Kecamatan Mamuju dengan melakukan penataan kembali terhadap 
penggunaan lahan terutama agar tidak menimbulkan kesenjangan 
sosial dan kemiskinan baru. 
3. Kondisi Demografi Kecamatan Mamuju 
a. Jumlah dan pertumbuhan penduduk  
Jumlah penduduk di Kecamatan Mamuju pada tahun 2017 
dibedakan berdasarkan desa/kelurahan, dapat diihat pada tabel berikut: 
Tabel 10. 




1 Binanga 23,494 
2 Mamunyu  6,382 
3 Tadui  3,819 
4 Bambu  4,315 
5 Karampuang 3.625 
6 Rimuku 12,810 
7 Karema 12,177 
8 Batupannu 1,399 
Jumlah 68,021 
Sumber: Profil Kecamatan Mamuju tahun 2018 
75 
 
Berdasarkan tabel diatas, sebagaimana jumlah penduduk dan 
persebaran penduduk juga tidak merata. Dimana jumlah penduduk 
terbanyak berada di Kelurahan Binanga dengan jumlah 23,494 jiwa 
dari total penduduk Kecamatan Mamuju. Sedangkan jumlah 
pertumbuhan penduduk terendah berada di Desa Batupannu dengan 
jumlah penduduk sebanyak 1,399 jiwa dari total penduduk di 
Kecamatan Mamuju. 
b. Kepadatan penduduk 
Kepadatan penduduk adalah perbandingan dari jumlah penduduk 
dibagi dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk di Kecamatan 
Mamuju dapat dilihat secara keseluruhan sebagai berikut: 
   Tabel 11. 










1 Binanga 23,494 34,04 690 
2 Mamunyu 6,382 47,83 133 
3 Tadui 3,819 29,11 131 
4 Bambu 4,315 15,34 281 
5 Karampuang 3,625 6,37 569 
6 Rimuku 12,810 10,63 1,205 
7 Karema 12,177 52,53 232 
8 Batu Pannu 1,399 10,79 130 
Jumlah 68,021 206,64 3,638 
Sumber: Profil Kecamatan Mamuju 2018 
Berdasarkan tebel di atas dapat disimpulkan bahwa desa/kelurahan 
dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kelurahan Rimuku yaitu 
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dengan kisaran sekitar 1,205 jiwa/km
2
 dan desa/kelurahan dengan 
kepadatan penduduk terendah adalah Desa Batupannu yaitu dengan 
kisaran sekitar 130 jiwa/km
2
. 
c. Jumlah penduduk berdasarkan agama 
Jumlah penduduk di Kecamatan Mamuju pada tahun 2017, yang di 
bedakan berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel 
berikiut: 
Tabel 12. 






























































1 Islam 157,735 4,789 2,981 3,496 2,937 9,556 5,899 3,222 
2 Keristen 1,622 668 113 - - 1,023 910 - 
3 Katholik 538 - - - - - - - 
4 Hindu 89 - - - - 110 224 - 
5 Budha 78 - - - - 224 34 - 
 Sumber: Profil Kecamatan Mamuju 2018 
d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-
laki di Kecamatan Mamuju dalam angka tahun 2017 adalah 34,388 
jiwa dan perempuan di Kecamatan Mamuju dalam angka 2017 adalah 
33,633 jiwa yang tersebar di seluruh desa/kelurahan Kecamatan 




Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Masing-masing 
Desa/Kelurahan di Kecamatan Mamuju Tahun 2017 
No. Desa/Kelurahan 
Penduduk 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Binanga 11,814 11,680 23,494 
2 Mamunyu 3,212 3,170 6,382 
3 Tadui 1,956 1,863 3,819 
4 Bambu 2,171 2,144 4,315 
5 Karampuang 1,846 1,779 3,625 
6 Rimuku 6,561 6,249 12,810 
7 Karema 6,101 6,076 12,177 
8 Batupannu 727 627 1,399 
Jumlah 34,388 33,633 69,021 
           Sumber: Kecamatan Mamuju dalam angka 2018 
Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk terbanyak terletak di 
Kelurahan Binanga dengan jumlah penduduk 23,494 jiwa sedangkan 
penduduk paling sedikit terletak di Desa Batupannu dengan jumlah 
penduduk 1,399 jiwa. 
 
C. Ketersediaan Infrastruktur Perkotaan 
1. Sistem Pusat Pelayanan 
Sistem pelayanan eksisting yang ada di Kecamatan Mamuju terdiri 
dari pelayanan fasilitas pendidikan, pelayanan fasilitas peribadatan, 
pelayanan fasilitas perdagangan dan jasa, pelayanan fasilitas kesehatan, 





a. Pelayan fasilitas pendidikan 
Pelayanan fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Mamuju 
berdasarkan dari data yang di dapat dari BPS Kecamatan Mamuju 
tahun 2017 meliputi 16 TK sederajat, 35 SD sederajat, 14 SMP 
sederajat, 15 SMA sederajat dan 5 perguruan tinggi. Untuk sebaran 
pelayanan fasilitas pendidikan merata di setiap desa/kelurahan. Skala 
pelayanan tiap fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Mamuju 
terutama TK sederajat, SD sederajat dan SMP sederajat untuk 
memenuhi kebutuhan pelayanan desa/kelurahan, berbeda dengan 
pelayanan fasilitas pendidikan untuk SMA sederajat skala pelayanan 
fasilitas pendidikan ini untuk melayani skala kecamatan. Sedangkan 
untuk fasilitas pelayanan perguruan tinggi melayani skala kabupaten, 
meskipun jumlah pelayanan fasilitas pendidikan perguruan tinggi di 
Kecamatan Mamuju masih terbatas. 
Dari hasil identifikasi pelayanan fasilitas pendidikan di Kecamatan 
Mamuju dapat diketahui dari sebaran pelayanan fasilitas pendidikan 
yang ada di kecamatan pelayanan fasilitas pendidikan ini mengumpul 
di kawasan perkotaan Kecamatan Mamuju. Jika dibandingkan dengan 
desa/kelurahan lain di Kecamatan Mamuju lainnya seperti di Desa 
Karampuang, Desa Bambu dan Desa Tadui. Kelengkapan fasilitas 
pelayanan pendidikan yang lebih lengkap berada di Kelurahan 




SMP Negeri 2 Mamuju 
(Kelurahan Binanga) 
Gambar 10. 
Universitas Tomakaka Mamuju 
(Kelurahan Mamunyu) 
penentuan pusat pelayanan fasilitas pendidikan berada di Kelurahan 
Karema. 
Tabel 14. 





TK SD SMP SMA 
Perguruan 
Tinggi 
1 Binanga 4 4 3 4 - 
2 Mamunyu 1 8 2 1 1 
3 Tadui 1 4 1 1 1 
4 Bambu - 3 1 - 1 
5 Karampuang - 3 2 - - 
6 Rimuku 4 4 - 1 1 
7 Karema 6 7 4 7 1 
8 Batupannu - 2 1 1 - 
Jumlah 16 35 14 15 5 








b. Pelayanan fasilitas peribadatan 
Pelayanan fasilitas peribadatan di Kecamatan Mamuju terdiri dari 
masjid, mushola, gereja protestan, gereja katholik dan pura. 
Berdasarkan data yang di dapat dari BPS Kecamatan Mamuju tahun 
80 
 
2017 jumlah fasilitas peribadatan di Kecamatan Mamuju terdiri dari 95 
masjid, 20 mushola, 9 gereja protestan, 2 gereja katholik dan 1 pura. 
Pelayanan fasilitas peribadatan di Kecamatan Mamuju didominasi oleh 
Masjid dan Mushola karena hampir seluruh penduduk Kecamatan 
Mamuju memeluk agama Islam. 
Hampir seluruh desa memiliki Mushola dan Masjid yang 
jumlahnya merata ditiap-tiap desa/kelurahan. Untuk desa yang 
memiliki pelayanan fasilitas peribadatan terbanyak yaitu terdapat di 
Desa Karema, Kelurahan Rimuku dan Kelurahan Mamunyu. Adapun 
Masjid Agung Mamuju yang berada di Kelurahan Karema, memiliki 
kondisi yang cukup baik dan luasnya mencukupi. Letaknya yang 
strategis berada di pusat kota memudahkan masyarakat di Kecamatan 
Mamuju menjangkau Masjid Agung Mamuju untuk berbagai kegiatan 
keagamaan. Skala pelayanan fasilitas peribadatan khususnya Masjid 
Agung Mamuju mencakup pelayanan fasilitas skala kecamatan. 
Sedangkan untuk masjid dan mushola lainnya skala pelayanannya 
mencakup kebutuhan di tiap-tiap desa/kelurahan masing-masing. 
Dari hasil identifikasi pelayanan fasilitas peribadatan di Kecamatan 
Mamuju dapat diketahui dari sebaran pelayanan fasilitas peribadatan 
yang ada di kecamatan ini mengumpul di Kelurahan Binanga. Skala 
pelayanannya pun melayani skala kecamatan sehingga penentuan pusat 





Masjid Agung Mamuju 
(Kelurahan Karema) 
Gambar 12. 
Masjid Roudlotut Tholibin 
(Kelurahan Binanga) 
Tabel 15. 









1 Binanga 14 3 9 - 1 
2 Mamunyu 15 5 - - - 
3 Tadui 11 - - - - 
4 Bambu 9 - - - - 
5 Karampuang 8 1 - - - 
6 Rimuku 15 5 - 2 - 
7 Karema 18 5 - - - 
8 Batupannu 5 1 - - - 
Jumlah 95 20 9 2 1 










c. Pelayanan fasilitas perdagangan dan jasa 
Pelayanan fasilitas perdagangan dan jasa di Kecamatan Mamuju 
sebagian besar terdapat di sepanjang Jalan Trans Sulawesi. 
Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Mamuju tahun 2017 jumlah 
fasilitas perdagangan dan jasa di Kecamatan Mamuju terdiri dari  186 
warung, 156 toko, 3 pasar dan 8 koperasi. Selain jenis pelayanan 
perdagangan dan jasa di Kecamatan Mamuju berdasarkan data BPS  
juga terdapat mall, bengkel, salon, warnet/wartel, counter pulsa, depot 
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isi ulang air minum, pencucian mobil/motor dan lain-lain. Keberadaan 
mall baru di yang berada di Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, 
letaknya yang strategis, berada di daerah pesisir Pantai Manakarra 
Mamuju tepatnya di Jalan Yos Sudarso memudahkan masyarakat 
untuk menjangkau mall tersebut. Skala pelayanannya untuk melayani 
seluruh Kabupaten Mamuju maupun seluruh wilayah yang berbatasan 
langsung dengan Kabupaten Mamuju.  
Adapun  keberadaan pasar di Kecamatan Mamuju terdapat di 
Kelurahan Binanga dan di Kelurahan Karema, letaknya yang cukup 
strategis di jalan raya memudahkan penduduk menjangkau tempat 
tersebut, namun terkadang kondisi ini tidak jarang menyebabkan 
kemacetan karena adanya penyempitan badan jalan yang disebabkan 
banyaknya kendaraan pembeli yang parkir di badan jalan atau juga 
terdapat bongkar muat barang yang terjadi di pinggir-pinggir jalan. 
Skala pelayanan pasar tersebut untuk melayani seluruh desa/kelurahan 
yang ada di Kecamatan Mamuju maupun di Kecamatan Simboro. 
Selain itu terdapat pasar tradisional yang berada di Desa Tadui, 
keberadaan pasar tersebut dapat meningkatkan potensi pelayanan di 
desa tersebut dan sekitarnya. Walaupun skala pelayanannya hanya 
untuk mencukupi kebutuhan desa. Untuk jenis pelayanan fasilitas 
perdagangan dan jasa lainnya seperti warung, toko, bengkel atau 
lainnya tersebar merata di setiap desa/kelurahan. Pelayanannya untuk 
memenuhi kebutuhan di tiap-tiap desa/kelurahan masing-masing.  
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Dari hasil identifikasi pelayanan fasilitas perdagangan dan jasa di 
Kecamatan Mamuju dapat diketahui sebaran pelayanan fasilitasnya 
berada di setiap ruas-ruas jalan yang ada di Kecamatan Mamuju. 
Namun sebaran terbanyak berada di Kelurahan Binanga, Kelurahan 
Rimuku dan Kelurahan Karema karena pelayanan fasilitas 
perdagangan dan jasanya lebih lengkap termasuk adanya lokasi pasar, 
mall dan toko-toko besar. Selain itu di sekitar pasar juga terdapat 
pertokoan yang memenuhi kebutuhan penduduk yang lebih lengkap. 
Hampir setiap desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Mamuju juga 
sudah terdapat minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Sehingga 
skala pelayanannya pun melayani skala kecamatan sehingga penentuan 
pusat pelayanan fasilitas perdagangan dan jasa berada di kawasan 
perkotaan Kecamatan Mamuju tepatnya di Kelurahan Binanga, 
Kelurahan Rimuku dan Kelurahan Kerema. 
Tabel 16. 
Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa  
di Kecamatan Mamuju tahun 2017 
No Jenis Fasilitas Jumlah (Unit) 
1 Mall 1 
2 Bank 12 
3 Hotel 5 
4 Wisma 13 
5 Penginapan 10 
6 Kantor Pos 1 
7 Pasar 3 
8 Apotek 22 
9 Pegadaian 5 
10 Koperasi 11 
11 Mini Market 14 







Maleo Town Square 
(Kelurahan Binanga) 
No Jenis Fasilitas Jumlah (unit) 
13 Tempat Karokean 6 
14 SPBU 1 
15 Toko 58 
16 Pengrajin Mebel 16 
17 Kios 98 
18 Bengkel 13 
19 Salon 18 
20 Laundry 23 
21 Depot Air Minum 34 
22 Rumah Makan 186 
23 M-Kios 32 
24 Diller 8 
25 Travel 10 
Jumlah 617 










d. Pelayanan fasilitas kesehatan 
Pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Mamuju 
yaitu rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, Poskesdes dan 
Posiyandu. Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Mamuju tahun 2017 
jumlah pelayanan fasilitas kesehatan di Kecamatan Mamuju terdiri dari 




Di Kecamatan Mamuju sudah memiliki rumah sakit, terdiri dari 
rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta. Sebaran pelayanan 
fasilitas kesehatan Kecamatan Mamuju mencakup seluruh desa 
melayani skala kecamatan dan kabupaten. Sebaran pelayanan fasilitas 
kesehatan yang melayani skala kecamatan yaitu puskesmas yang 
berada di Kelurahan Rimuku. Sedangkan pelayanan fasilitas kesehatan 
lainnya tersebar di seluruh desa/kelurahan dan melayani pelayanan di 
tiap desa/kelurahan masing-masing.  
Dari hasil identifikasi yang dilakukan pelayanan fasilitas kesehatan 
di Kecamatan Mamuju dapat diketahui bahwa sebaran pelayanan 
fasilitasnya tersebar di tiap desa/kelurahan. Namun sebaran terbanyak 
berada di Kelurahan Rimuku dan Kelurahan Karema  karena pelayanan 
fasilitas kesehatannya lebih lengkap dan letaknya di pusat aktivitas 
penduduk termasuk adanya balai pengobatan dan juga terdapat tempat-
tempat praktek dokter maka otomotis skala pelayanannya pun 
melayani skala Kabupaten. Walaupun di Kelurahan Mamunyu terdapat 
puskesmas, namun pelayanannya tidak sampai melayani seluruh 
kecamatan karena letaknya berada di luar pusat aktivitas penduduk 




























































1 Binanga - 1 - - 9 
2 Mamunyu - - 2 - 5 
3 Tadui - - - 1 1 
4 Bambu - 1 - - 1 
5 Karampuang - - 1 1 2 
6 Rimuku 2 - - - 7 
7 Karema 1 - 1 - 5 
8 Batupannu - - 1 - 4 
Jumlah 3 2 5 2 34 









e. Pelayanan fasilitas perkantoran 
Pelayanan fasilitas perkantoran yang ada di Kecamatan Mamuju 
terbagi 2 yaitu perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta. 
Terdapat 38 perkantoran pemerintah dan 9 perkantoran swasta. 
Sebaran perkantoran pemerintahan tersebar merata di seluruh 
Gambar 15. 







desa/kelurahan di Kecamatan Mamuju. Sebaran perkantoran 
pemerintahan lebih banyak berada di Kelurahan Binanga yang 
melayani skala pelayanan kabupaten seperti Kantor Bupati Mamuju, 
Kantor DPRD Mamuju, Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju, 
Pengadilan Negeri Mamuju, Polres Mamuju, Badan Amil Zakat (BAZ) 
Mamuju, Kementrian Agama Mamuju, Inspektorat Mamuju, 
BAPPEDA Mamuju, kantor-kantor swasta dan kantor-kantor lainnya. 
Dari hasil identifikasi yang dilakukan pelayanan fasilitas 
perkantoran di Kecamatan Mamuju dapat diketahui bahwa sebaran 
pelayanan fasilitasnya tersebar merata di tiap desa/kelurahan. Namun 
sebaran terbanyak berada di Kelurahan Binanga karena pelayanan 
fasilitas perkantorannya lebih lengkap dan letaknya berada di pusat 
aktivitas perkotaan Kecamatan Mamuju. Jadi untuk menentukan pusat 
pelayanan perkantoran dapat diketahui bahwa pusat pemerintahan 
Kecamatan Mamuju berada di Kelurahan Binanga. 
Tabel 18. 
Jumlah Fasilitas Perkantoran di Kecamatan tahun 2018 



























































1 Kantor Bupati - - - - - - 1 - 
2 Kantor Kecamatan 1 - - - - - - - 
3 Kantor Kelurahan 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 Kantor Cabang Diknas - - - - - - 1 - 
5 Badan Pusat Statistik - 1 - - - - - - 
6 Kantor KUA - - - - - - 1 - 
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Sumber: Hasil Analisis tahun 2018 
 



























































7 Kantor BP3K 1 - - - - - - - 
8 Kantor PLKB 1 - - - - - - - 
9 Kantor DPRD 1 - - - - - - - 
10 Kantor Pengadilan Negeri Mamuju 1 - - - - - - - 
11 Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju - - - - - 1 - - 
12 Kantor Pengadilan Agama Mamuju - - - - - 1 - - 
13 Kantor POLRES Mamuju - - - - - 1 - - 
14 Kantor KODIM Mamuju 1 - - - - - - - 
15 Kantor Polantas Mamuju 1 - - - - - - - 
16 Kantor BNN Mamuju 1 - - - - - - - 
17 BAPENDA 1 - - - - - - - 
18 KESBANGPOL 1 - - - - - - - 
19 
Kantor Badan Penanggulangan 
Bencana 
- 1 - - - - - - 
20 Dinas Perpustaan dan Arsip Daerah 1 - - - - - - - 
21 Dinas Kesehatan 1 - - - - - - - 
22 
Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertahanan Nasional 
1 - - - - - - - 
23 Kantor BPJS - - - - - 1 - - 
24 Dinas Pendidikan - - - - - 1 - - 
25 Kantor BPMPD - - - - - 1 - - 
26 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
- - - - - - 1 - 
27 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan Pertahanan 
- - - - - - 1 - 
28 Kantor BAPEDALDA - - - - - - 1 - 
29 Kantor LPSE Mamuju - - - - - 1 - - 
30 
Kantor Kementrian Hukum dan 
HAM 
- - - - - 1 - - 
31 Jasa Raharja 1 - - - - - - - 
32 Kantor Bersama Samsat - - - - - - 1 - 
33 Kantor BAWALSU Mamuju - - - - - 1 - - 




Kantor Bupati Mamuju 
(Kelurahan Karema) 
Gambar 18. 








f. Pelayanan fasilitas pariwisata 
Pelayanan fasilitas pariwisata di Kecamatan Mamuju dapat 
membagi aktivitas pelayanan kegiatan agar tidak menumpuk di pusat 
aktivitas penduduk di perkotaan. Pelayanan fasilitas yang ada di 
Kecamatan Mamuju sudah dikembangkan dan ada juga potensi 
pariwisata yang masih dikembangkan. Potensi pariwisata yang sudah 
dikembangkan yaitu objek wisata Pantai Manakarra dan Kali Mamuju 
yang berada di Kelurahan Binanga dan objek wisata Air Terjun 
Tammasapi yang berada di Kelurahan Mamunyu. Objek wisata ini 
menampilkan suguhan alam dan merupakan tempat bersantai bagi 
masyarakat Kecamatan Mamuju maupun masyarakat di luar 
Kecamatan Mamuju. Selain itu terdapat potensi pariwisata yang dapat 
dikembangkan yaitu objek wisata Permandian Air Panas So’do yang 
berada di Kelurahan Karema. Dengan dikembangkannya objek wisata 
Permandian Air Panas di Kelurahan Karema memungkinkan untuk 




Pantai Manakarra Mamuju 
(Kelurahan Binanga) 
 
di Kelurahan Binanga. Jadi untuk pusat pelayanan pariwisata 
Kecamatam Mamuju berada di Kelurahan Binanga. 
Tabel 19. 
Jumlah Tempat Wisata Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan 











2 Mamunyu Air Terjun Tammasapi 1 
3 Tadui - - 
4 Bambu - - 
5 Karampuang - - 
6 Rimuku - - 
7 Karema 
Permandian Air Panas 
So’do 
1 
8 Batupannu - - 
Jumlah 4 










Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 
daerah pusat pelayanan perkotaan Kecamatan Mamuju Berada di 
Kelurahan Binanga. Dimana untuk pusat utama kegiatan seperti 
perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan serta wisata berada di 
Kelurahan Binanga. Sedang untuk sub pusat pendukungnya seperti 
Gambar 20. 





pendidikan dan kesehatan berada di Kelurahan Rimuku dan Kelurahan 
Kerema serta untuk pusat pendukung lainnya seperti perumahan dan 
kegiatan pertanian berada di desa-desa sekitarnya. 
2. Sistem Jaringan Pergerakan 
Dari hasil analisi sistem pusat pelayanan kegiatan sudah diketahui 
bahwa yang menjadi struktur pusat pelayanan utamanya berada di 
Kelurahan Binanga dan pusat pendukungnya berada di desa/kelurahan 
sekitarnya. Namun akan di bahas juga penentuan struktur pelayanan 
kegiatan di Kecamatan Mamuju berdasarkan analisis sistem pergerakan. 
Kondisi pusat pelayanan yang sudah ada mempengaruhi arah pergerakan 
dari pusat pendukung ke pusat utama atau sebaliknya. Bangkitan 
pergerakan Kecamatan Mamuju berpusat ke daerah perkotaan kecamatan 
karena pusat aktivitas perkotaannya berada disepanjang jalan utama di 
kawasan perkotaan Kecamatan Mamuju. Selain pergerakan menuju pusat 
perkotaan, pergerakan juga terjadi menuju ke arah luar perkotaan seperti 
menuju Bandar Udara Tampa Padang yang berada di Kecamatan Kalukku, 
serta menuju ke Pelabuhan Belang-belang yang berada di Kecamatan 
Simboro. Jika dilihat dari teori yang ada, model perkembangan perkotaan 
Kecamatan Mamuju seperti pola memita karena perkembangan kotanya 
yang memanjang di koridor Jalan Trans Sulawesi. Selain itu, sistem 
jaringan pergerakan di Kecamatan Mamuju didukung oleh jaringan jalan 




a. Pengembangan jaringan jalan 
Untuk mendukung arah pergerakan transportasi di Kecamatan 
Mamuju diperlukan jaringan jalan agar dapat menciptakan keterpaduan 
perkembangan sosial ekonomi, maka pembentukan keterkaitan 
(linkage) antar pusat pelayanan menjadi penting. Dalam hal ini 
diperlukan pembentukan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-
pusat pelayanan antar desa/kelurahan yang mempermudah masyarakat 
ke ibukota kecamatan. Di Kecamatan Mamuju sendiri sistem jaringan 
jalannya sudah dapat menghubungkan pusat layanan dengan pusat-
pusat lainnya. 
Kondisi jalan di Kecamatan Mamuju cukup baik apalagi jalan yang 
menghubungkan pusat layanan dengan kecamatan lain di Kabupaten 
Mamuju atau jalan menuju Kabupaten Mamuju Tengah. Di kecamatan 
sering terdapat penumpukan aktivitas yang terjadi di sekitar tempat 
umum, seperti banyaknya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan 
tersebut, selain itu terjadi aktivitas bongkar muat barang di depan 
Pasar Sentral Mamuju baik untuk kebutuhan pasar ataupun pertokoan 
yang ada di sepanjang Jalan Sintra Lamas yang langsung terhubung 
dengan Jalan Trans Sulawesi. Masalah lain juga terjadi karena badan 
jalan yang sedikit dipakai untuk kebutuhan parkir kendaraan atau 
dalam waktu tertentu. 
Salah satu upaya dalam meningkatkan akses dan untuk mengurangi 
permasalahan-permasalahan transportasi adalah peningkatan kualitas 
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dan fungsi jalan yang sudah ada, maupun pembangunan jaringan jalan 
alternatif dari masing-masing pusat layanan menuju pusat layanan 
utama dan jaringan jalan baru yang menghubungkan antar pusat 
pelayanan.  
Pengembangan jaringan jalan meliputi rencana pembangunan 
jaringan jalan baru dan peningkatan fungsi jaringan jalan. Untuk 
pengembangan jaringan jalan yang ada di Kecamatan Mamuju 
sebaiknya meningkatkan fungsi jaringan jalan eksternal yang 
menghubungkan Kecamatan Mamuju dengan Kabupaten Mamuju 
Tengah. Sistem jaringan yang ada menjadi jalan kolektor primer yang 
dalam hal ini sepanjang Jalan Trans Sulawesi dari perbatasan 
Kecamatan Simboro sampai perbatasan Kecamatan Kalukku. Selain itu 
sistem jaringan internal yang perlu dikembangkan yaitu jaringan jalan 
kolektor sekunder yang berfungsi untuk menghubungkan kawasan 
sekuder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan 
kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 
Jaringan jalan ini dibentuk berdasarkan perkiraan besarnya volume 
yang dibangkitkan dari masing-masing fungsi kegiatan dalam kawasan 
perkotaan dan fungsi jalan regional. Jaringan jalan ini memungkinkan 
membentuk pusat kegiatan di Kecamatan Mamuju karena daerah 







Klasifikasi Jalan, Kondisi dan Jenis Jalan di Kecamatan Mamuju tahun 2018 






1 J. Trans Sulawesi Arteri Primer 
Cukup 
Baik 
Aspal  8 
2 Jl. Poros Mamuju Topoyo Arteri Primer Baik Aspal 6 
3 Jl. Poros Majene Mamuju Arteri Primer Baik Aspal 6 
4 
Jl. Kurungan Bassi (Trans 
Sulawesi) 
Arteri Primer Baik Aspal 6 
5 Jl. KS Tubun Lokal Baik Aspal 6 
6 Jl. Andi Makkasau Lokal Baik Beton 5 
7 Jl. Diponegoro Lokal Baik Beton 4 
8 Jl. H. Hapati Hasan Lokal Baik Beton 4 
9 Jl. Abdul Syakur Lokal Baik Beton 5 
10 Jl. Soekarno-Hatta Lokal Baik Aspal 4 
11 Jl. H. Andi Endeng Lingkungan Buruk Aspal 3 
12 Jl. Pababari  Lingkungan Baik Beton 4 
13 Jl. AP Pettarani Lokal Baik Aspal 5 
14 Jl. Pengayoman Lokal Baik Aspal 4 
15 Jl. Atiek Soeteja Lingkungan Baik Aspal 3 




17 Jl. Bau Masepe Lokal Baik Aspal 4 
18 Jl. Sultan Hasanuddin Lokal Baik Aspal 6 
19 Jl. A Depu Lingkungan Baik Aspal  3 




21 Jl. Ahmad Kirang Lokal Baik Aspal 4 
22 Jl. Kumbang Lollo Lingkungan Baik Aspal 3 
23 Jl. Yos Sudarso Lokal Baik Aspal 10 
24 Jl. Puata Karama Lingkungan Baik Aspal 3 
25 Jl. Teuku Umar Lingkungan Baik Aspal 3 
26 Jl. H. Ambo Tjatjtja Lingkungan Baik Aspal 3 
27 Jl. Cut Nyak Dien Lingkungan Baik Beton 4 














31 Jl. Musa Karim Lokal Baik Aspal 4 
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33 Jl. Rajawali Lingkungan Baik Aspal 3 
34 Jl. Nuri Lingkungan Baik  Aspal  3 
35 Jl. Angsa Lingkungan Baik Aspal 3 
36 Jl. Gardu Induk PLN Lingkungan  Buruk Aspal 3 
37 Jl. Cut Nyakdin Lingkungan  Baik Aspal 3 




39 Jl. Pattalundru Lokal  Baik  Aspal  4 
40 Jl. Pemuda Lingkungan Baik  Aspal  3 
41 Jl. Andi Pelang Lokal  
Cukup 
Baik 
Aspal  4 
42 Jl. Emmy Saelan Lokal  Baik Beton  5 




44 Jl. Pattana Bone Lingkungan  Baik Aspal 3 
45 Jl. Let Jend Hertasning Lokal  Baik  Beton  4 
46 Jl. Titilingan Lokal  Baik  Aspal  4 




48 Jl. Mangga  Lingkungan Baik Aspal 3 
49 Jl. Jeruk  Lingkungan Baik Aspal 3 
50 Jl. Langsat  Lingkungan 
Cukup 
Baik 
Aspal  3 
51 Jl. K. H. Moh Tahir Lingkungan 
Cukup 
Baik  
Aspal  3 
52 Jl. Pattimura Lingkungan  Baik  Beton  3 






54 Jl. WR. Mongsidi Lokal  Baik  Beton  5 
55 Jl. Usman Jafar Lokal  Baik  Beton  5 
56 Jl. Mawar III Lingkungan  Baik  Aspal  3 
57 Jl. Moh Tahir Husain Lokal  Baik  Aspal  4 
58 Jl. Baharuddin Lopa Lokal  Baik  Beton  4 
59 Jl. Tamasapi  Lokal  Baik  Aspal  4 
60 Jl. RA. Kartini  Lingkungan  
Cukup 
Baik 
Aspal  3 
61 Jl. Husni Thamrin Lokal Baik Aspal 4 
62 Jl. Mamuju-Kalukku Arteri Baik Aspal 6 
63 Jl. Sintra Llamas Lokal Baik Aspal 4 
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64 Jl. Dahlia I Lingkungan Baik  Aspal  3 
65 Jl. Dahlia II Lingkungan Baik Aspal  3 
66 Jl. Dahlia III Lingkungan 
Cukup 
Baik 
Aspal  3 
67 Jl. Dahlia IV  Lingkungan Baik  Aspal  3 
68 Jl. Dahlia V Lingkungan Baik  Aspal  3 
69 Jl. Dahlia VI Lingkungan Baik  Aspal 3 
70 Jl. Dahlia VII Lingkungan 
Cukup 
Baik 
Aspal  3 
71 Jl. Dahlia X Lingkungan 
Cukup 
Baik 
Aspal  3 
72 Jl. Dahlia XI Lingkungan Baik Aspal  3 
73 Jl. Dahlia XII Lingkungan Baik  Aspal  3 
74 Jl. Anggrek Lingkungan Baik Aspal  3 
75 Jl. Anggrek I Lingkungan Baik Aspal  3 
76 Jl. Anggrek II Lingkungan 
Cukup 
Baik 
Aspal  3 
77 Jl. Anggrek IV Lingkungan Baik Aspal  3 









b. Pengembangan Pelabuhan 
Pelabuhan Mamuju terletak di Kelurahan Binanga yang berada di 
Jalan Yos Sudarso dimana skalanya melayani pelayaran domestik dan 
antar pulau. Pelayaran untuk domestik berada pada wilayah 
Kecamatan Mamuju yaitu di Desa Karampuang dengan menggunakan 
Gambar 22. 
Jalan KS Tubun 
(Kelurahan Rimuku) 
Gambar 21. 




kapal berkapasitas 5-14 orang (kapal kecil). Sedangkan untuk 
pelayaran domestik antar pulau melayani pada wilayah Kalimantan 
dengan menggunakan kapal ferry. Sehingga untuk arahan 
pengembangan pelabuhan lebih ditekankan untuk pelayaran yang lebih 
luas dengan tersedianya kapal-kapal yang berkapasitas besar untuk 
pelayaran skala nasional. Sehingga dapat memicu daya tarik 








3. Sistem Jaringan Infrastruktur 
a. Sistem jaringan energi/kelistrikan 
Jaringan listrik di Kecamatan Mamuju dipasok dari PLN. Hampir 
seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Mamuju sudah terlayani oleh 
jaringan listrik ini. Sistem jaringannya sendiri masih mengikuti 
jaringan jalan yang ada. Kebutuhan energi listrik di Kecamatan 
Mamuju meliputi kebutuhan domestik membutuhkan daya 450 KVA-
1.350 KVA dan kebutuhan non domestik membutuhkan daya          10-
25 % dari kebutuhan listrik domestik. 
Gambar 23.  
Pelabuhan Mamuju (Kelurahan Binanga) 
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Jumlah kebutuhan tersebut belum termasuk kebutuhan untuk 
keperluan kegiatan lain yang membutuhkan energi besar. Kebutuhan 
ini selain menjadi tanggung jawab PLN juga menjadi tanggung jawab 
konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan 
memanfaatkan teknologi yang sesuai. Untuk memenuhi jaringan listrik 
secara umum dapat dilakukan dengan menambahkan jaringan dan daya 
baik daerah baru yang terjangkau dan juga daerah yang sudah ada 
jaringan. Sedangkan untuk daerah yang belum terjangkau dapat 
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (alternatif) 
dalam penyediaan energi. 
b. Sistem jaringan telekomunikasi 
Jaringan telepon merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi 
kelancaran informasi dan komunikasi oleh karenanya keberadaan 
jaringan telepon di Kecamatan Mamuju akan sangat berpengaruh pada 
kegiatan perkembangan komersial seperti perdagangan dan jasa. 
Telekomunikasi merupakan sarana penunjang yang sangat penting dari 
berbagai sektor usaha yang ada di Kecamatan Mamuju, karena dengan 
telekomunikasi akan diperoleh informasi yang cepat dan akurat. 
Kendala penyediaan jaringan telepon di Kecamatan Mamuju meliputi 
kendala geografis daerah terpencil, keterbatasan jumlah Satuan 
Sambungan Terbatas (SST) pada daerah berkepadatan tinggi serta 
biaya investasi teknologi praktis, seperti telepon sistem satelit dan 
pemeliharaan jaringan. Untuk menghitung perkiraan kebutuhan 
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sambungan telepon di Kecamatan Mamuju digunakan asumsi sebagai 
berikut: 
1) Kebutuhan SST untuk telepon rumah tangga 1 SST per 100 jiwa. 
2) Kebutuhan telepon umum diasumsikan 1 SST per 1.000 jiwa. 
c. Sistem jaringan sumberdaya air 
Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan distribusi air bersih 
sepenuhnya untuk Kabupaten Mamuju telah terdistribusi walau hanya 
pada ibukota Kabupaten Kota Mamuju yakni di kawasan perkotaan 
Kecamatan Mamuju yang disalurkan melalui PDAM. Sedangkan untuk 
desa lain yang letaknya cukup jauh dari pusat perkotaan Kecamatan 
Mamuju umumnya penduduk masih menggunakan air bersih/minum 
dari sumur tanah dangkal dan sumur pompa, rata-rata kedalaman 15-30 
meter. 
Apabila dihitung dari tingkat kebutuhan air bersih/air 
minum/orang/hari maka tingkat ketersediaan air jauh dibawah standar 
dibandingkan kapasitas produksi yang tersedia di tempat unit produksi 
yaitu 47 liter/detik dalam kondisi normal dan kondisi musim kemarau. 
Tingkat penyediaan air bersih di Kecamatan Mamuju menurun hanya 
20 liter/detik, dilain pihak tingkat kebocoran masih sangat tinggi yakni 
mencapai 15 %, sehingga dengan demikian PDAM Kecamatan 
Mamuju masih masuk kategori dengan tingkat pelayanan masih 
rendah. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan 
pelayanan PDAM adalah upaya penambahan air baku, meningkatkan 
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kapasitas produksi air pada instalasi yang ada, penggantian pipa yang 
bocor, menambah jaringan pipa baru serta sarana dan prasarana 
lainnya serta perlu ada kajian lebih lanjut. 
d. Sistem jaringan persampahan 
Sumber sampah berasal dari permukiman, perkantoran rumah 
makan, puskesmas, pasar jalan protokol dan selokan. Sampah pasar 
biasanya terdapat tempat pembuangan sampah sementara atau 
dikumpulkan di TPS lalu di bawa ke TPA oleh petugas kebersihan 
pasar. Untuk Sampah Medis, biasanya sudah tersedia tempat/alat 
khusus untuk mengolah sampah tersebut. Sedangkan, sampah industri, 
sudah adaya sistem pengolahan sampah dari pihak industri tersebut, 
akan tetapi untuk industri kecil maupun rumah tangga masih ada yang 
membuang sampahnya ke saluran pembuangan maupun sungai. 
Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah bahwa Sampah tidak boleh dibakar tetapi 
ditimbun dan itu sudah berlaku di Kecamatan Mamuju. Sehingga, 
sampah rumah tangga yang belum terkelola oleh Bidang Kebersihan 
dan Pertamanan ditangani oleh RT/RW setempat, diantaranya dengan 
cara penanganan komunal. Tempat pembuangan akhir sampah 
Kecamatan Mamuju masih mengandalkan TPA Taludu yang berlokasi 
di Desa Taludu Kecamatan Simboro Kepulauan. 
Asumsi yang digunakan untuk perhitungan produksi volume 
sampah di Kecamatan Mamuju, sebagai berikut: 
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1) Produksi sampah yang dihasilkan setiap orang diasumsikan 0,0025 
m³/orang/hari. 
2) Produksi sampah yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan/ 
perkantoran diasumsikan sebesar 10% dari total produksi sampah. 
3) Produksi sampah yang dihasikan oleh fasilitas sosial/umum 
diasumsikan sebesar 10% dari total produksi sampah. 
Sedangkan untuk menghitung sarana yang digunakan untuk 
menampung sampah yaitu dengan menggunakan asumsi sebagai 
berikut: 
1) 1 Gerobak Sampah melayani sampah 2.000 jiwa dengan kapasitas 
1 m³/Unit 5 Rit/Hari. 
2) 1 Container melayani penampungan sampah untuk 5.000 Jiwa 
dengan kapasitas 6 m³/Unit. 
3) 1 Truk melayani penampungan sampah untuk 20.000 jiwa dengan 
kapasitas 6 m³/Unit. 
4) 1 TPS melayani penampungan sampah untuk 20.000 jiwa. 
 
D. Analisis Letak dan Peran Wilayah Penelitian Terhadap Wilayah yang 
Lebih Luas 
Analisis ini dilakukan untuk memahami kedudukan dan keterkaitan 
wilayah penelitian dalam sistem regional yang lebih luas dalam aspek sosial, 
ekonomi, lingkungan, sumber daya buatan atau sistem sarana dan prasarana 
serta budaya. Sistem regional tersebut dapat berupa sistem kota, wilayah 
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lainnya, kabupaten atau kota yang berbatasan, dimana wilayah penelitian 
dapat berperan dalam perkembangan regional. Oleh karena itu, dalam analisis 
regional ini dilakukan analisis pada aspek yang dikaji dan dijelaskan sebagai 
berikut. 
Tingkat kemampuan pelayanan dari setiap fungsi kegiatan, aksesibilitas 
ke daerah pelayanan, keberadaan fasilitas sarana dan prasarana wilayah 
penting, termasuk dalam melayani setiap kecamatan yang terdapat di 
Kabupaten Mamuju. Dalam sistem perwilayahan Kabupaten Mamuju telah 
ditetapkan pada wilayah pengembangan dengan arah kebijakan pusat kegiatan 
kabupaten, pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala 
kabupaten, kegiatan pertanian, pendidikan, perkebunan, perikanan, 
permukiman, pengembangan industri dan pariwisata.  
Wilayah Penelitian dalam sistem perkotaan kabupaten memegang peran 
yang sangat penting, dimana Kecamatan Mumuju merupakan ibukota 
Kabupaten Mamuju yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 
dimana fungsi dari PKL yaitu dalam pelayanan lingkup kabupaten yang 
sejajar memberikan pelayanan sama dengan ibukota kabupaten pada 
umumnya. Selain itu juga, posisi Kabupaten Mamuju yang merupakan Ibukota 
Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Wilayah (PKW) 
pada tingkat provinsi yang berfungsi melayani wilayah kabupaten sekitarnya. 
Penetapan fungsi wilayah ini jelas mempengaruhi terbentuknya struktur ruang 
pada wilayah penelitian sebab memiliki peran penting yang cukup vital dalam 
memberikan pelayanan kepada penduduk. Fungsi vital tersebut ditinjau pada 
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wilayah kabupaten dan provinsi yang jelas berpengaruh terhadap 
kecenderungan penduduk bermukim dan juga kecenderungan masyarakat 
beraktivitas akan lebih besar pada wilayah penelitian. 
 
E. Analisis Skalogram  
Setelah melakukan analisis skalogram dan indeks sentralisasi terbobot di 
wilayah Kecamatan Mamuju, maka telah diketahui pola fungsi atau tingkat 
pelayanan fasilitas yang terdapat pada berbagai pusat pelayanan di Kecamatan 
Mamuju. Maka dengan begitu dapat dikelompokkan satuan pelayanan fasilitas 
berdasarkan tingkat kompleksitas fungsi pelayanan yang dimilikinya, serta 
menentukan jenis dan keragaman pelayanan fasilitas yang terdapat pada pusat-
pusat pelayanan khususnya di Kecamatan Mamuju. Untuk lebih lengkapnya 
hasil sentralisasi terbobot wilayah dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 21. 







1 Binanga 2,824.6 I Pusat Kegiatan Utama 
2 Rimuku 1,824.6 II Sub Pusat Kegiatan Utama 
3 Karema 1,274.6 II Sub Pusat Kegiatan Utama 
4 Mamunyu 488,2 III Penunjang Kegiatan Utama 
5 Batupannu 188,2 III Penunjang Kegiatan Utama 
6 Tadui 75 III Penunjang Kegiatan Utama 
7 Bambu 58,4 III Penunjang Kegiatan Utama 
8 Karampuang 43,2 III Penunjang Kegiatan Utama 




























Dari tabel dan peta di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Binanga yang 
mempunyai bobot indeks sentralisasi tertinggi sehingga wilayah tersebut 
ditetapkan sebagai pusat kegiatan utama yang mempunyai fungsi pelayanan 
utama. Kelurahan Rimuku dan Kelurahan Karema sebagai sub pusat 
penunjang kegiatan utama. Sedangkan, Kelurahan Mamunyu, Desa 
Karampuang, Desa Bambu, Desa Batupannu dan Desa Tadui sebagai 
penunjang kegiatan utama, maksudnya jika kapasitas wilayah pusat kegiatan 
utama dan sub pusat kegiatan utama tidak dapat menampung seluruh pusat-
pusat pelayanan maka desa/kelurahan yang berhierarki III yang menggantikan 
posisi tersebut.  
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan tingkat aktivitas 
masyarakat melalui ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana yang ada di 
dalam suatu wilayah. Dalam hal ini adalah wilayah penelitian, tata cara 
menilai struktur pusat pelayanan adalah dengan menggunakan perbandingan 
antara sarana eksisting secara total didalam wilayah untuk dibandingkan 
dengan tingkat ketersediaan sarana tersebut di masing-masing unit. Dengan 
menggunakan hal tersebut maka akan dapat diketahui wilayah desa/kelurahan 
mana yang paling berperan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, yang 
nantinya akan dijadikan sebagai dasar dari penentuan pusat-pusat kegiatan dan 
daerah-daerah pendukung. 
Penentuan sistem fungsi pelayanan disuatu wilayah dapat ditentukan 
berdasarkan kriteria jumlah penduduk perkotaan (primacy indexes) atau 
berdasarkan kelengkapan fasilitas (skalogram), sementara keterpusatan dari 
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setiap permukimannya ditentukan berdasarkan indeks sentralitas (weight 
centrality indexes). Untuk penentuan hierarki pusat-pusat pelayanan  dengan 
berdasarkan kriteria kelengkapan fasilitas, yaitu dengan menggunakan metode 
indeks sentralitas (weighted centrality Indexes). Berdasarkan hierarki dan 
keterpusatan permukiman/perkotaan terebut dilakukan dengan menentukan 
sejumlah fasilitas yang diperkirakan akan menunjukan perbedaan keterpusatan 
(centrality) antara pusat permukiman. 
Untuk wilayah penelitian digunakan  metode interpretasi dari analisis ini 
dilakukan dengan melihat konsentrasi aktivitas dan fasilitas yang ada di 
wilayah penelitian secara spasial dan menggunakan batas administrasi dari 
unit terkecil suatu wilayah (desa/kelurahan) dengan mengkaji bagian-bagian 
wilayah penelitian yang telah terjadi pemusatan pelayanan dikaitkan dengan 
tinjauan teoritis diatas yang menjadi pembentuk struktur ruang di Kecamatan 
Mamuju. 
Kecamatan Mamuju dalam hal ini merupakan wilayah penelitian yang 
terletak di Kabupaten Mamuju memiliki ketersediaan fasilitas menurut hasil 
survei lapangan yang dilengkapi dengan data penunjang, menunjukkan adanya 
pemusatan aktivitas penduduk pada setiap  desa/kelurahan yang ada, yang 
mana jumlah desa dan kelurahan yang terdiri dari 8 (delapan) wilayah 
admintratif. 
Dengan demikian, berdasarkan pengelompokkan fungsi pelayanan yang 
dijelaskan tersebut secara berhierarki sesuai dengan hasil analisis skalogram, 
maka sistem fungsi-fungsi pelayanan di Kecamatan Mamuju memiliki tema 
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yang bervariasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan penduduk dan wilayah 
sekitarnya. Untuk melengkapi pejelasan mengenai sistem pusat pelayanan di 
wilayah penelitian berdasarkan jenis kegiatan yang berkembang yang 
mempengaruhi kecenderungan dan teraglomerasinya permukiman-
permukiman penduduk, dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Hierarki Pertama, adalah Kelurahan Binanga, yang merupakan Ibukota 
Kecamatan Mamuju, pemusatan kegiatan penduduk diidentifikasi dengan 
adanya sejumlah fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan sosial dalam 
pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat yaitu fasilitas perkantoran 
pemerintahan skala kecamatan maupun kabupaten, fasilitas pendidikan 
tingkat dasar dan menengah, fasilitas kesehatan skala kecamatan, fasilitas 
pertahanan keamanan serta fasilitas perdagangan dan jasa yang 
berkembang pada skala kabupaten maupun lingkungan-lingkungan 
permukiman penduduk, dengan pola perkembangan ruang mengelompok 
hampir disepanjang pesisir pantai Kelurahan Binanga Kecamatan 
Mamuju. Dengan fungsi pengembangan diantaranya fungsi pelayanan 
perkantoran, fungsi pelayanan kesehatan, fungsi pelayanan pendidikan, 
fungsi pelayanan peribadatan, fungsi kegiatan perdagangan dan jasa serta 
fungsi pengembangan kawasan permukiman. 
Pada wilayah Kelurahan Binanga, faktor utama pembentuk struktur 
ruang dan pemicu aktivitas adalah keberadaan pusat kegiatan 
pemerintahan yang terdiri dari beberapa kantor pemerintahan seperti 
kantor DPRD Kabupaten, beberapa Kantor Dinas dan Kantor Kodim, 
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selain itu terdapat juga pusat perdagangan dan jasa yang terbilang baru 
adalah mall atau pusat perbelanjaan yang memiliki fungsi layanan hingga 
tingkat provinsi. 
2. Hierarki Kedua, adalah Kelurahan Rimuku dan Kelurahan Karema, 
yang pemusatan kegiatan penduduk ditemukenali dengan adanya sejumlah 
fasilitas penunjang kegiatan dan aktivitas masyarakat setempat yaitu 
fasilitas perkantoran pemerintahaan kabupaten maupun kelurahan, fasilitas 
pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi, fasilitas kesehatan skala 
kecamatan dan kabupaten, fasilitas pertahanan keamanan dan ketertiban 
masyarakat serta fasilitas perdagangan dan jasa yang berkembang pada 
skala kabupaten maupun lingkungan-lingkungan permukiman penduduk, 
dengan pola perkembangan ruang mengelompok hampir di sepanjang 
pesisir pantai Kecamatan Mamuju. Dengan fungsi pengembangan 
diantaranya pusat pelayanan pemerintahan, fungsi pertahanan keamanan 
dan ketertiban masyarakat, fungsi pelayanan pendidikan, fungsi pelayanan 
kesehatan, fungsi pelayanan keagamaan, dan fungsi pengembangan 
kawasan permukiman. 
Pada wilayah Kelurahan Rimuku dan Kelurahan Karema, aktivitas 
berpusat pada pelayanan fungsi pendidikan, yang mana terdapat fasilitas 
pendidikan pada tingkat perguruan tinggi yang cukup mempengaruhi 
terbentuknya fungsi ruang pada Kecamatan Mamuju serta berfungsi 
melayani masyarakat pada tingkat provinsi. Selain itu juga terdapat fungsi 
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pelayan kantor pemerintahan kabupaten (Kantor Bupati Mamuju) yang 
terdapat pada wilayah ini. 
3. Hierarki Ketiga, adalah Kelurahan Mamunyu, Desa Karampuang, 
Desa Bambu, Desa Batupannu dan Desa Tadui,  yang pemusatan 
aktivitas dan kegiatan masyarakat didominasi oleh fasilitas pemerintahan 
skala kelurahan, keberadaan objek daya tarik wisata, fasilitas perdagangan 
dan jasa tingkat kelurahan, fasilitas pedidikan tingkat menengah dan dasar 
serta kawasan permukiman yang berkembang mengikuti pola jaringan 
jalan yang ada dengan fungsi pengembangan diantaranya fungsi pelayanan 
pendidikan, fungsi pelayanan pariwisata, fungsi pelayanan kesehatan, 
fungsi pelayanan perdagangan dan jasa, fungsi pelayanan keagamaan dan 
fungsi pengembangan kawasan permukiman. 
Untuk wilayah Kelurahan Mamunyu, Desa Karampuang, Desa 
Bambu, Desa Batupannu dan Desa Tadui. Faktor utama pemusatan 
kegiatan pada wilayah ini adalah keberadaan fungsi pelayanan pariwisata 
yang berada pada Pulau Karampuang. selain itu juga pengembangan 
fungsi kawasan permukiman yang menyebar pada setiap wilayah 
desa/kelurahan. Fungsi-fungsi pelayanan lain yang ada pada wilayah ini 
dimaksudkan untuk melayani masyarakat pada tingkat kecamatan, 
kelurahan dan lingkungan. Agar tidak terjadi penumpukan aktivitas pada 
dua pusat pelayanan diatasnya.  
Pada dasarnya Kecamatan Mamuju merupakan ibukota dari Kabupaten 
Mamuju yang telah ditunjang oleh beberapa fasilitas pelayanan skala 
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kabupaten. Namun keberadaan fasilitas yang ada sebarannya cukup merata 
dan hampir disemua desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Mumuju. Dengan 
demikian, maka untuk pola pergerakan aktvitas masyarakat cenderung 
menyebar di masing-masing desa/kelurahan. Sementara untuk kecenderungan 
masyarakat bermukim terlihat cukup dipengaruhi oleh keberadaan fungsi-
fungsi pelayanan pada tiap desa/kelurahan, keberadaan fungsi tersebut 
mempengaruhi masyarakat untuk bermukim atau tinggal dengan pertimbangan 
















Fungsi Pelayanan Hierarki Kedua Fungsi Pelayanan Hierarki Ketiga 
Fungsi Pelayanan Hierarki Pertama 
Gambar 24. 


























F. Analisis Fisik Lingkungan  
1. Analisis Topografi dan Kemiringan Lereng  
Kecamatan Mamuju merupakan ibukota Kabupaten Mamuju yang 
fungsinya sebagai pusat pengembangan wilayah. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi pembentukan struktur ruang perkotaannya adalah kondisi 
topografi dan kemiringan lereng. Secara geografis Kecamatan Mamuju 
terdiri dari pengunungan, perbukitan, dataran, pesisir dan laut.  
Sebagian besar wilayah Kecamatan Mamuju adalah pegunungan dan 
perbukitan, hanya sebagian kecil wilayahnya yang bertopografi datar. 
Sedangkan, topografi yang ideal bagi daerah kota/ibukota adalah topografi 
dengan kemiringan 15-25 %. Hal tersebut dikarenakan pada wilayah 
ibukota terdapat beberapa aktivitas-aktivitaas perkotaan yang fungsinya 
menunjang serta melayani masyarakat dalam melakukan aktivitas. Dengan 
morfologi tapak wilayah ibukota yang datar atau landai maka 
dimungkinkan berbagai pembangunan dalam mengakselerasi dan 
meningkatkan kinerja pelayanan ibukota. Berdasarkan hal itu,    
Kecamatan Mamuju menunjukkan adanya berbagai kemiringan yang   
telah diklasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis relief sesuai dengan 
kemiringannya. Lebih jelasnya sebagai berikut: 
Tabel 22. 












1 0 – 5 % Dataran 20 < 500 5,25 















3 15 – 25 % Perbukitan Sedang 60 
  




1500 – 2500 130,32 




Sumber: Hasil Analisis dan Interpolasi Peta Kontur 
Berdasarkan hasil analisis peta pada software ArcGis, Kecamatan 
Mamuju termasuk kedalam kriteria wilayah yang bertopografi tinggi, 
dengan klasifikasi kemiringan lereng yang cukup mendominasi adalah      
> 40 %, yaitu seluas 130,02 km
2
. Hal tersebut dapat dilihat ketika 
memasuki Kecamatan Mamuju. Banyaknya perbukitan yang ada di 
Kecamatan Mamuju sehingga mempengaruhi bentuk struktur ruang 
perkotaan serta susunan pusat permukiman.  
Sementara itu, luas wilayah Kecamatan Mamuju dengan kemiringan 
15-25 % (kondisi ideal kota/ibukota) adalah sekitar 71,07 km
2
 dan luas 
wilayah Kecamatan Mamuju dengan kemiringan 2-15 % adalah sekitar 
5,25 km
2
. Pada kedua kelas kemiringan ini ditinjau dari kondisi eksisting 
yang ada, maka terlihat tumbuhnya permukiman dan aktivitas perkotaan 
dengan berbagai fungsi dalam menunjang Kecamatan Mamuju sebagai 
ibukota kabupaten maupun provinsi. 
Melihat kondisi topografi wilayah Kecamatan Mamuju yang lebih 
didominasi kemiringan > 40 %. Maka untuk pegembangan perkotaan 




























kemampuan lahan dan daya dukung ruang agar tidak mengakibatkan 
tumbuhnya   permasalahan   perkotaan   serta   kepadatan   aktivitas   yang 
berlebih pada wilayah tertentu. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan 
pusat-pusat pelayanan serta sarana dan prasarana perkotaan, diarahkan 
pada wilayah pesisir Kecamatan Mamuju yang topografinya lebih rendah 
dengan kemiringan 2-25 %, sekitar 500-1500 mdpl. 
2. Analisis Curah Hujan 
Curah hujan menjadi salah satu aspek kajian dalam penentuan 
kesesuaian lahan suatu wilayah maupun kawasan. Intensitas curah hujan 
pada suatu wilayah dapat mempengaruhi peremeabilitas tanah secara fisik 
yang berimplikasi dengan kesesuaian terhadap pemanfaatan lahan 
diatasanya. Untuk beberapa wilayah pegunungan dan perbukitan sering 
ditemukan keadaan intensitas curah hujan yang cukup besar. Namun pada 
wilayah penelitian khusunya Kecamatan Mamuju, kondisi curah hujan 
yang ada sesuai dengan data memperlihatkan hal sebaliknya.  
Intensitas curah hujan yang ada di wilayah penelitan berada pada 
kisaran 2000-2500 mm/tahun atau < 20 mm/hari, yang masuk dalam 
kategori sangat rendah. Ini menjadi salah satu pertimbangan pembentukan 
struktur ruang yang ada di wilayah penelitian sebab pengaruh terhadap 
kesesuaian lahan untuk pemanfaatan lahan dan pembangunan perkotaan. 
Berikut kelas dan tingkat curah hujan berdasarkan peraturan mentri 




















































Curah Hujan Skor 
I Sangat Rendah 0 – 13,6 30 
II Rendah 13,6 – 20,7 30 
III Sedang 20,7 – 27,7 30 
IV Tinggi 27,7 – 34,8 50 
V Sangat Tinggi > 34,8 50 
           Sumber: Kementrian Pertanian  
3. Analisis Jenis Tanah 
Tanah adalah suatu medium alam dimana tumbuhan dan tanaman 
yang tersusun dari bahan-bahan padat, gas dan cair tumbuh diatasnya. 
Berikut ini jenis-jenis tanah yang berada di wilayah penelitian diantaranya 
jenis tanah podsolik atau tergolong dalam jenis tanah ultisols (Tropodults) 
adalah tanah yang mengalami pelapukan lanjut dan hal tersebut 
diperlihatkan pencucian intensif dan paling akhir serta mengandung 
akumulasi liat, tanah ultisols juga sering diidentikkan tanah yang tidak 
subur tetapi sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk lahan potensial, 
asalkan dilakukan pengelolahan yang memperhatikan kendala (constrain) 
yang ada pada ultisols ternyata dapat merupakan lahan potensial apabila 
iklimnya mendukung. Tanah ultisol memiliki tingkat kemasaman sekitar 
5,5. Kemudian jenis tanah Mediteran merupakan ordo tanah alfisol 
umumnya berkembang pada iklim lembab dan sedikit lembab. Curah 
hujan rata-rata untuk pembentukan tanah afisol adalah 500-1300 
mm/tahun. Alfisol banyak terdapat dibawah tanaman dengan karakteristik 
tanah akumulasi lempung pada horizon bt dan horizon e yang tipis mampu 
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menyediakan dan manampung air yang banyak dan bersifat asam. Alfisol 
mempunyai tekstur yang lempung dan bahan induknya terdiri dari kapur 
sehingga peremeabilitasnya lambat. Tanah mediteran adalah hasil 
pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Sementara jenis tanah 
yang lain adalah brown forest soil merupakan jenis tanah dari sub ordo 
tropepts dan ordo Inceptisol. Inceptisol adalah jenis tanah yang masih 
muda atau belum sepenuhnya mengalami pengembangan namun lebih 
tinggi tingkat perkembangannya di bandigkan dengan entisol. Eutopepts 
adalah tanah-tanah dengan kejenuhan basah lebih dari 50 % pada 
kedalaman 25 cm hingga 1 meter. Tanaman yang dapat hidup ditanah ini 
adalah tebu, tembakau, kakao, panili dan pala. 
Berdasarkan analisis jenis tanah yang ada di wilayah penelitian 
disesuaikan dengan tingkat kesesuaian dengan pengembangan struktur 
ruang Kecamatan Mamuju maka jenis tanah yang paling cocok untuk 
dijadikan sebagai kawasan terbangun adalah jenis tanah podsolik. Untuk 
lebih jelas berikut ini adalah beberapa klasifikasi jenis tanah menurut 
kelasnya serta gambaran peta jenis tanah pada kawasan penelitian. 
Tabel 24.  
Klasifikasi Jenis Tanah 
No Jenis Tanah Kelas 
1 
Aluvial, glei, planosol, hidromerf, laterik air 
tanah, 
I 
2 Latosol II 
3 
Brown forest soil, non classic brown 
mediteranian 
III 
4 Andosol, laterit, grumosol, podsol, podsolic IV 
5 Retosol, organosol, litosol, resina V 




























4. Analisis Hidrologi 
Kondisi hidrologi merupakan unsur pokok dalam kehidupan 
masyarakat. Air disamping merupakan potensi juga merupakan masalah 
jika belum bisa dikendalikan. Pada Kecamatan Mamuju tidak memiliki 
genangan periodik, namun memiliki genangan permanen yakni laut yang 
memanjang di bagian barat Kecamatan Mamuju, sementara itu untuk air 
tanah, masyarakat di Kecamatan Mamuju memanfaatkan air yang 
bersumber dari sumur galian, sumur bor dan PDAM. Ketersediaan sumber 
air pada wilayah penelitian dinilai cukup untuk melayani kebutuhan 
masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan sehari-hari, 
namun penggunaan sumber air tetap harus mampu dikendalikan untuk 
menjaga daya dukung wilayah agar tidak terdegradasi.  
Selain itu terdapat beberapa unsur-unsur hidrologi di wilayah 
penelitian diantaranya, adanya DAS Karema. Adanya Sungai Karema ini 
jelas memberikan pengaruh secara geografis pada wilayah penelitian, 
keberadaan sungai pada suatu wilayah perkotaan akan memberikan 
karakter fisik lingkungan yang berbeda dan tentunya akan turut 
memberikan pengaruh terhadap terbentuknya struktur ruang perkortaan 
Kecamatan Mamuju. 
Keberadaan Sungai Karema ini juga memberikan dampak negatif, 
diantaranya adalah banjir yang telah terjadi beberapa tahun belakangan. 
Bencana tersebut menjadi sangat kontras dengan fungsi pelayanan yang 
ada pada Kecamatan Mamuju utamanya di dua kelurahan yaitu Kelurahan 
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Binanga dan Kelurahan Karema yang dalam hierarki fungsi pelayanan 
pertama dan kedua, dengan beberapa fasilitas utama dalam suatu wilayah 
perkotaan. Dengan begitu maka pertimbangan fisik dalam aspek hidrologi 
perlu dimatangkan agar tidak mengurangi kinerja Kecamatan Mamuju 
secara umum dan secara khusus kinerja dari kelurahan yang dilintasi 
Sungai Karema dalam memberikan pelayanan terhadap aktivitas 
masyarakat.  
5. Analisis Kemampuan Lahan  
Lahan pengembangan wilayah merupakan sumber daya alam yang 
memiliki keterbatasan dalam menampung kegiatan manusia dalam 
pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Banyak contoh kasus kerugian 
ataupun korban yang disebabkan oleh ketidaksesuaian penggunaan lahan 
yang melampaui kapasitasnya maupun kesesuaian lahan itu sendiri. Untuk 
itulah perlu dikenali sedini mungkin karakteristik fisik wilayah penelitian 
agar dapat diukur apakah struktur ruang yang terbentuk sesuai dengan 
fungsi kawasan yang ada untuk dikembangkan, berdasarkan pada data dan 
aspek fisik wilayah penelitian yang telah diperoleh dan diolah. 
Analisis kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang 
mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi dan kondisi lingkungan 
hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan 
klasifikasi kemampuan lahan kedalam tingkat kelas, sub kelas dan unit 
pengelolahan. Dalam pembahasan ini akan di tentukan kemampuan lahan 
di wilayah penelitian berdasarkan tingkat kelas. Sub kelas adalah keadaan 
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tingkatan dalam kelas kesesuaian lahan. Kelas kesesuaian lahan dibedakan 
berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan (sifat-sifat tanah dan 
lingkungan fisik lainnya) yang menjadi faktor pembatas. Pada penggunaan 
lahan untuk permukiman sangat penting untuk dikaji kesesuaian lahannya 
apakah dengan dibangunnya permukiman di atas sebuah lahan akan 
berpengaruh terhadap daya dukung lahan tersebut. Terdapat sepuluh 
parameter penentu kelas kesesuaian lahan untuk permukiman atau 
budidaya yaitu lereng, posisi jalur patahan (tidak ada, ada pengaruh dan 
tepat pada jalur), kekuatan batuan, kembang kerut tanah, sistem drainase, 
daya dukung tanah, kedalaman air tanah, bahaya erosi, longsor dan bahaya 
banjir. 
Analisis kesesuaian lahan ini ditujukan untuk mengenali karakteristik 
sumber daya lahan yang ada pada wilayah penelitian, dengan menelaah 
fungsi dan kesesuaian lahan, agar strukur ruang yang terbentuk serta 
penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah dan/atau kawasan dapat 
dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan 
ekosistem. Untuk dapat menilai maka dilakukan tumpang susun (overlay) 
peta aspek fisik dasar (jenis tanah, curah hujan dan kemiringan lereng) 
pada wilayah penelitian. Untuk menghasilkan peta kesesuaian fungsi 
kawasan. Untuk lebih jelasnya berikut peta analisis kesesuaian lahan yang 
telah di overlay dengan peta hierarki fungsi pelayanan. 
Berdasarkan analisis diatas yang membagi wilayah penelitian atas dua 




























dalam melihat kemampuan lahan pada wilayah penelitian. Pada peta 
tersebut jika di overlay hasil analisis hierarki fungsi pelayanan, maka 
dapat dilihat keberadaan hierarki-hierarki secara umum telah ada pada 
fungsi lahan yang memungkinkan untuk di kembangkan.  
Kemudian keberadaan komponen struktur ruang yang telah terbentuk 
maka terlihat jaringan transportasi yang telah ada cenderung berada pada 
fungsi lahan budidaya, yang berfungsi sebagai penghubung (akses) 
terhadap fungsi-fungsi pelayanan. Selain itu, perlu menjadi pertimbangan 
terkait dengan keberadaan Jalan Trans Sulawesi yang melintas pada 
wilayah penelitian. Sebisa mungkin pada sekitar jalan ini tidak terjadi 
konsentrasi yang terlalu besar yang dapat mengganggu kinerja ruas Jalan 
Trans Sulawesi. Dalam pengembangannya, fungsi-fungsi pelayanan yang 
ada, diarahkan pada lahan yang masih cukup baik dengan pertimbangan 
strategis. 
 
G. Analisis Pembentuk Struktur Ruang 
Suatu wilayah ataupun kota senantiasa mengalami proses pertumbuhan 
(urban growth). Proses tersebut terjadi akibat adanya unsur-unsur yang 
mempengaruhi antara lain adalah Competitive Adventage, yang meliputi dua 
hal yaitu ketersediaan sumber daya dan akses. Selain itu, pertumbuhan kota 
juga dilihat dari kawasan terbangun yang kuantitatif dan adanya pengaruh 
alamiah maupun buatan yang disebut sebagai Comparative Adventages. 
Selanjutnya, unsur struktur ruang kota menurut Kevin Lynch dikemukakan 
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kedalam 5 (lima) unsur gambaran mengenai ruang yang terdiri dari Path 
(jalur), edge (tepian), district (kawasan), node (simpul) dan landmark 
(identitas/tengaran) (Nursyam, 2013). 
Pada sub bab ini, kajian mendalam mengenai pembentuk struktur ruang 
dari aspek sarana dan prasarana, yang prosesnya telah dijabarkan di dalam 
beberapa tahapan, di atas untuk melihat pengaruh infrastruktur dan fisik 
lingkungan terhadap terbentuknya struktur ruang wilayah Kecamatan 
Mamuju. Hal ini menjadi penting dalam proses penentuan struktur ruang. 
Sebab dalam penentuan orientasi struktur ruang perlu melibatkan aspek-aspek 
penting yang akan dijadikan pertimbangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada uraian dibawah, sebagai berikut:  
1. Kelurahan Binanga. Kelurahan Binanga merupakan ibukota dari 
Kecamatan Mamuju dengan luas wilayah menurut data BPS adalah 34,49 
km
2
 dan kepadatan penduduk 690 jiwa/km
2
. Sebagai layakya ibukota 
kecamatan, Kelurahan Binanga ditinjau dari ketersediaan fasilitas 
memiliki fasilitas pelayanan yang sudah lengkap, dengan jaringan-jaringan 
transportasi yang telah terbentuk namun dengan kapasitas rata-rata yang 
belum cukup menunjang kinerja kawasan perkotaan. Dari hasil analisis 
skalogram Kelurahan Binanga berada pada orde pertama hasil interpretasi 
indeks sentralitas dalam Kecamatan Mamuju. Secara geomorfologi, 
wilayah Kelurahan Binanga tediri dari pesisir pantai, daratan yang relatif 
datar dan perbukitan serta pegunungan. Kondisi fisik lingkungan di 
Kelurahan Binanga untuk aspek topografi didominasi oleh kelas 
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kemiringan 15-40 %, dengan kata lain kondisi fisik lahan di Kelurahan 
Binanga berada pada kelas lereng perbukitan sedang sampai pada 
pegunungan terjal. Lahan yang datar dan landai besarannya tidak cukup 
besar untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan perkotaan dalam 
jangka menengah maupun jangka panjang. Pada kondisi saat ini, 
terbentukya struktur ruang Kelurahan Binanga terlihat dari daerah 
terbangun yang telah hampir memenuhi wilayah landai tersebut, jika 
dilihat pada peta pemusatan permukiman tumbuh pesat pada wilayah 
pesisir di Kelurahan Binanga. Dari aspek kebencanaan, Kelurahan 
Binanga juga cukup rentan terhadap banjir karena wilayah ini dilintasi 
DAS Kali Mamuju yang memiliki debit air yang cukup besar terutama 
pada musim tertentu. Maka dari itu, pertimbangan mengenai fisik 
lingkungan dalam hal menentukan fungsi pelayanan dalam jangka 
panjang, harusnya lebih ditekankan pada ketersediaan lahan yang sesuai.  
2. Kelurahan Rimuku. Pada tahapan analisis sebelumnya telah diperoleh 
hasil bahwa Kelurahan Rimuku, dalam interpretasi indeks sentralitas 
berada pada orde kedua, dengan fasilitas utama adalah keberadaan Kantor 
Bupati pada wilayah ini. Secara geomorfologi, Kelurahan Rimuku 
memiliki bentuk morfologi wilayah yang hampir sama dengan kelurahan 
lain yang ada di Kecamatan Mamuju antara lain terdiri dari wilayah pantai, 
dataran landai, perbukitan dan pegunungan. Ditinjau secara hidrologis, 
Kelurahan Rimuku secara langsung tidak dilalui oleh sungai besar yang 
potensi terjadinya banjir pada wilayah ini cukup kecil. Dominasi kelas 
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kemiringan lereng 15-40 % juga mempengaruhi terbentuknya daerah 
terbangun sehingga kebanyakan permukiman tumbuh pada wilayah pesisir 
yang cukup datar. Dengan adanya beberapa fasilitas eksisting yang telah 
tumbuh dan menjadi salah satu pusat aktivitas bagi masyarakat. Kondisi 
ini mempengaruhi ketersediaan lahan sesuai yang memiliki kemampuan 
lahan yang cukup untuk pengembangan kawasan perkotaan. Pengaruh 
tersebut yang kemudian telihat pada kecenderungan masyarakat yang kini 
memilih wilayah perbukitan untuk bermukim. Ketersediaan lahan matang 
yang semakin terbatas dengan pesatnya perkembangan perkotaan, seolah 
berjalan tidak seimbang. Olehnya itu, perlu pertimbangan yang cukup 
dalam mengantisipasi perkembangan Kecamatan Mamuju sebagai ibukota 
kabupaten dan Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi. Maka untuk 
Kelurahan Rimuku lebih dimungkinkan untuk mengarahkan pembangunan 
perkotaannya kearah perbukitan dengan melihat lahan-lahan yang sesuai 
yang masih cukup tersedia.  
3. Kelurahan Karema. Secara geografis, Kelurahan Karema terletak pada 
sebelah barat Kecamatan Mamuju. Berbatasan langsung dengan 
Kecamatan Simboro di sebelah barat, Kelurahan Karema menjadi salah 
satu pintu masuk menuju Kecamatan Mamuju utamanya dari arah 
Sulawesi Selatan. Dilintasi oleh sungai besar Kelurahan Karema yang 
cukup historis dengan potensi bencana banjir yang cukup tinggi. 
Kelurahan Karema memiliki luas 52,53 km
2
 dan kepadatan penduduk  232 
jiwa/km
2
. Kelurahan Karema berkembang menjadi salah satu kelurahan 
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dengan fungsi pelayanan kesehatan yang paling menonjol dengan 
beberapa fungsi lain. Ditinjau dari aspek fisik lingkungan Kelurahan 
Karema memiliki ketersediaan lahan sesuai yang sedikit lebih banyak 
dibanding dua kelurahan diatas. Lahan dengan kelas kemiringan lereng 
berada pada 0-15 % ini cukup tersedia pada Kelurahan Karema. Namun 
dalam menghadapi perkembangan perkotaan Kecamatan Mamuju yang 
cukup pesat dimasa depan. Kemudian lintasan Sungai Karema juga 
berpengaruh pada wilayah ini sehingga meskipun secara morfologi, lahan 
yang tersedia cukup luas untuk tumbuhnya permukiman, tetapi keberadaan 
daerah aliran Sungai Karema juga tetap harus jadi pertimbangan dalam 
penentuan struktur ruang dan arahan pengembangan perkotaan dalam 
jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.  
4. Desa Bambu. Pada sub-bab sebelumnya telah dilakukan kajian mengenai 
ketersediaan fasilitas di wilayah penelitian (analisis Skalogram). Untuk 
Desa Bambu yang merupakan bagian dari Kecamatan Mamuju, ditemukan 
bahwa Desa Bambu berada pada orde ketiga dengan ketersediaan fasilitas 
yang masih cukup minim dan aktivitas masyarakat yang tidak cukup besar. 
Selain itu jaringan jalan yang terbentuk juga belum cukup banyak 
meskipun permukiman yang tumbuh juga sudah terlihat akibat dari 
pengaruh kawasan perkotaan. Desa Bambu memiliki luas 15,34 km
2
 
dengan kepadatan penduduk yang tergolong cukup rendah dibanding rata-
rata kepadatan penduduk yang ada di Kecamatan Mamuju. Kemudian 
secara geomorfologis, wilayah ini membentang dari pesisir hingga 
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pegunungan dengan karakteristik yang hampir sama dengan 
desa/kelurahan lain di Kecamatan Mamuju. Ketersediaan lahan yang 
sesuai cukup besar dibanding desa/kelurahan lain. Di buktikan dengan 
luasan lahan dengan kemiringan lereng 0-15 % yang tergolong cukup luas. 
Disisi lain wilayah ini juga cukup aman dari bencana banjir yang kerap 
terjadi di Kecamatan Mamuju, sebab tidak ada sungai besar yang secara 
langsung melintas. Pada kondisi saat ini permukiman yang tumbuh 
didominasi pada wilayah pesisir Desa Bambu, meskipun tumbuhnya 
belum sebesar desa/kelurahan lain di Kecamatan Mamuju. Ini dipengaruhi 
oleh kecenderungan aktivitas masyarakat terkonsentrasi pada wilayah-
wilayah yang strukturnya telah terbentuk seperti 3 (tiga) kelurahan 
sebelumnya. Maka dari aspek lahan, Desa Bambu dalam pengembangan 
kawasan perkotaan khususnya untuk fungsi-fungsi pelayanan dapat 
diarahkan pada desa ini. Untuk mengantisipasi perkembangan perkotaan 
Kecamatan Mamuju dimasa mendatang. 
5. Kelurahan Mamunyu. Dari sisi posisi dan letak geografis, Kelurahan 
Mamunyu berada tepat di tengah pada wilayah Kecamatan Mamuju. posisi 
ini sebenarnya cukup strategis sebab jarak menjadi salah satu indikator 
dalam pengembangan suatu wilayah utamanya dalam hal aksesibilitas 
masyarakat melakukan aktivitas. Keberadaan Kelurahan Mamunyu yang 
berbatasan dengan Kelurahan Binanga yang merupakan ibukota dari 
Kecamatan Mamuju dan jaringan Jalan Trans Sulawesi yang melintas pada 
wilayah ini. Namun posisi strategis tidak hanya dapat diterjemahkan 
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melalui letak saja. Pertimbangan mengenai fisik lingkungan juga menjadi 
penting dalam hal pembentuk struktur maupun dalam hal penentuan 
struktur ruang di wilayah penelitian. Di tinjau dari aspek morfologi 
wilayah Kelurahan Mamunyu ini memiliki ketersediaan lahan dengan 
tingkat kemiringan lereng yang cukup aman (0-15 %) untuk 
pengembangan permukiman yang cukup luas. Tetapi keberadaan Sungai 
Mamuju yang melintasi langsung kelurahan ini menjadi hal yang patut 
untuk menjadi pertimbangan, sebab wilayah DAS merupakan salah satu 
wilayah yang cukup sensitif yang dalam jangka panjang pengembangan 
pada wilayah ini jelas akan berpengaruh pada berubahnya kondisi fisik 
lingkungan.  
6. Desa Batupannu. Luas Kelurahan Batupannu adalah 10,79 km2 dengan 
kepadatan penduduk 130 jiwa/km
2
. Secara morfologi wilayah Desa 
Batupannu berada pada wilayah perbukitan dan pegunungan dengan 
permukiman yang terbangun didominasi pada daerah kelas kemiringan 
lereng 5-15 %. Namun wilayah desa ini secara umum didominasi oleh 
perbukitan. Kondisi ini pula yang mempengaruhi aktivitas masyarakat 
yang terkonsentrasi pada wilayah ini sangat rendah. Dari hasil analisis 
skalogram terlihat fasilitas-fasilitas yang terdapat pada wilayah ini hanya 
melayani penduduk pada tingkat lungkungan. Wilayah ini juga tidak 
secara langsung dilintasi oleh Jalan Trans Sulawesi. Meskipun demikian 
wilayah ini tergolong cukup aman dari sisi kerentanan terhadap banjir. 
Sebab tidak terdapat sungai besar yang melintas, meskipun terdapat 
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sungai-sungai kecil yang diperkirakan tidak berdapak negatif karena 
letaknya diantara wilayah pegunungan yang fungsinya sebagai kawasan 
lindung.   
7. Desa Tadui. Jika dilihat pada peta administrasi, Desa Tadui berada pada 
ujung sebelah timur dari Kecamatan Mamuju yang merupakan pintu 
masuk menuju kawasan perkotaan Kecamatan Mamuju dari arah Provinsi 
Sulawesi Tengah. Peran Desa Tadui sebagai pintu gerbang timur 
Kecamatan Mamuju menjadi penting untuk diulas. Sejalan dengan kondisi 
geografis wilayah, Desa Tadui juga berada pada wilayah pesisir yang 
membentang hingga wilayah pegunungan. Dengan di dominasi lahan pada 
kelas kemiringan lereng 15-40 % yang tergolong cukup curam. Pada 
kondisi ini terlihat permukiman dan jaringan transportasi yang tumbuh 
terkonsentrasi pada wilayah pesisir Desa Tadui. Dari aspek keberadaan 
fasilitas Desa Tadui berada pada orde ketiga dengan nilai indeks sebasar 
268,3. Ini dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah Desa Tadui yang 
lahannya cukup terbatas dari segi fisik meskipun secara luasan cukup 
besar. Kemudian kecenderungan perkembangan Kecamatan Mamuju 
terkonsenrasi pada wilayah sebelah barat. Namun untuk pengembangan 
jangka panjang Desa Tadui menjadi representatif untuk dipertimbangkan 
guna membagi fungsi pelayanan yang ada di Kecamatan Mamuju agar 
terbentuk struktur yang tidak terpusat pada wilayah tertentu. Selain itu 
tadi, juga menjadi pintu gerbang kawasan perkotaan Kecamatan Mamuju 
dari arah timur. 
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8. Desa Karampuang. Desa Karampuang merupakan salah satu wilayah di 
Kecamatan Mamuju yang terpisah dari wilayah daratan Kecamatan 
Mamuju yang membentuk satu pulau sendiri. Keberadaan Desa 
Karampuang sebagai wilayah administratif desa dan wilayah homogen 
pulau yang berbeda dengan desa/kelurahan lain. Secara geomorfologis 
wilayah Desa Karampuang menjadi satu wilayah dengan konsentrasi 
aktivitas tersendiri. Wilayah permukiman yang terbentuk pada pulau 
dengan luas 6,37 km
2
 dan kepadatan penduduk yang tertinggi di 
Kecamatan Mamuju sebesar 1.205 jiwa/km
2
. Wilayah ini didominasi oleh 
kelas kemiringan lereng 5-15 % dengan konsentrasi permukiman 
masyarakat yang tumbuh pada kemiringan lereng 0-5 %. Keberadaan Desa 
Karampuang dengan fasilitas layanan pada tingkat lingkungan yang juga 
masih tergolong minim. Maka dimungkinkan untuk pengembangan dalam 
jangka menengah maupun jangka panjang. Sebab kondisi fisik lahan yang 
cukup baik dan perlunya fungsi pelayanan dan jaringan transportasi yang 
menunjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan 
jasa yang tidak tersedia pada wilayah ini. Selain itu, Desa Karampuang 
juga merupakan tempat wisata yang mana akan banyak terjadi aktivitas 
masyarakat yang juga akan berpengaruh pada ketersediaan fasilitas pada 
wilayah ini.  
Dengan demikian penjabaran serta proses analisis pembentuk struktur 
ruang diwilayah penelitian yang secara alami dipengaruhi oleh kondisi fisik 
lingkungan wilayah maupun keberadaan infrastruktur pelayanan serta 
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kecenderungan tumbuhnya permukiman pada daerah tertentu. Maka untuk 
mengantisipasi terjadinya timbulnya masalah perkotaan, pengembangan 
Kecamatan Mamuju diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih terdapat 
lahan yang aman dan memiiki nilai strategis yang menunjang perkembangan 
perkotaan. Proses pembentukan tersebut akan terus beregenerasi seiring 
dengan perkembangan perkotaan dan aktivitas masyarakat yang terus berjalan 
di wilayah penelitian baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka 
panjang. Oleh karena itu, penelitian ini memberi alternatif dan antisipasi 
terhadap perkembangan wilayah dalam sudut pandang yang lain. 
 
H. Struktur Ruang Kecamatan Mumuju 
Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem 
jaringan sarana dan prasarana di wilayah penelitian yang bertujuan untuk 
melayani kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memiliki hubungan 
fungsional. Struktur ruang diwujudkan sebagai pusat-pusat permukiman yang 
merupakan sentra atau aktivitas kegiatan yang memiliki hierarki dalam 
jangkauan pelayanan tertentu (Nursyam, 2013). 
Berdasarkan hasil Analisis pembentuk struktur ruang di Kecamatan 
Mamuju baik pembentuk secara fisik lingkungan maupun sarana dan 
prasarana. Dengan melihat kedudukan Kecamatan Mamuju dalam scope 
wilayah kabupaten maupun provinsi. Maka untuk pengembangan struktur 




1. Pusat Pelayanan Pemerintahan Kabupaten 
Dalam penentuan Pusat Pelayanan Kecamatan Mamuju melihat 
pesatnya perkembangan perkotaan dimasa yang akan datang maka 
pengembangannya diarahkan pada Kelurahan Rimuku yang berada pada 
hierarki kedua dengan pertimbangan fisik alami yang mana Kelurahan 
Rimuku tidak dilintasi oleh sungai besar yang sering berkibat banjir pada 
waktu tertentu. Ketersediaan lahan cukup memadai, kondisi topografi dan 
morfologi wilayah yang cukup aman stabil dalam pengembangan pusat 
pelayanan dan keberadaan fasilitas-fasilitas pelayan utama pemerintahan 
dan perkembangan permukiman yang telah ada pada wilayah ini serta 
pertimbangan letak strategis wilayah yang dilalui oleh Jalur Trans 
Sulawesi. Dengan demikian fungsi yang dapat dikembangkan adalah: 
a. Pusat pelayanan pemerintahan kabupaten. 
b. Pengembangan kawasan permukiman dan pelayanan ligkungan. 
2. Sub Pusat Pengembangan Pelayan Umum dan Jasa 
Melihat dinamika pembangunan dan meluasnya perkembangan 
perkotaan, Maka pengembangan fungsi-fungsi pelayan umum dan jasa 
sebisa mungkin diurai agar tidak terjadi konsentrasi yang cukup besar pada 
wilayah desa/kelurahan tertentu, yang berakibat pada semerawutnya suatu 
kawasan perkotaan. Olehnya itu, direkomendasikan Desa Bambu sebagai 
sub pusat pengembangan. Hal tersebut dimungkinkan pertimbangan 
kondisi topografi dan kemiringan lereng pada sebagian besar lahan di Desa 
Bambu yang cukup stabil dan aman untuk dikembangkan sebagai fungsi 
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pelayanan, kesesuaian lahan budidaya yang masih cukup dan aman 
terhadap bencana banjir yang kerap kali terjadi. Wilayah yang cukup 
potensial untuk berkembang dan merupakan pintu masuk dari arah timur 
Kecamatan Mamuju. Namun berdasarkan ketersediaan infrastruktur masih 
cukup minim pada wilayah Desa Bambu maka dari itu pengembangan 
akan membutuhkan waktu dalam jangka panjang untuk mengantisipasi 
perkembangan perkotaan yang meluas dan masalah-masalah perkotaan 
yang akan timbul kemudian. Oleh karena itu, fungsi yang dapat 
dikembangkan adalah: 
a. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. 
b. Pengembangan pelayanan umum dan jasa. 
c. Pengembangan prasarana penunjang. 
3. Pusat Pelayanan Lingkungan  
Pusat pelayanan lingkungan yang merupakan transisi antara kedua 
pusat dan sub pusat pelayanan diatas. Wilayah dengan fungsi pelayanan 
skala lingkungan terdiri dari 6 (enam) desa/kelurahan yang memencar 
diataranya adalah, Kelurahan Karema, Kelurahan Binanga, Kelurahan 
Mamunyu, Desa Karampuang, Desa Batupannu dan Desa Tadui. Dari 
keenam wilayah administrasi ini secara umum memiliki keadaan 
morfologi dan tapak wilayah yang cukup bervariasi, ketersediaan lahan 
yang landai tidak cukup banyak dan juga terdapat 2 (dua) sungai besar dan 
beberapa sungai kecil yang melintas pada wilayah ini yang juga memiliki 
kerentanan terhadap banjir. Sehingga potensi pengembangan wilayah 
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perkotaan Kecamatan Mamuju utamanya dalam kedudukan sebagai fungsi 
pelayanan kota tidak cukup memadai jika ditempatkan pada 6 (enam) 
wilayah administratif ini. Namun, pada keenam wilayah ini terdapat 
Kelurahan Binanga dan Kelurahan Karema yang sudah cukup berkembang 
pesat, baik dari segi ketersediaan fasilitas maupun keberadaan jaringan 
prasarana. Hanya saja riwayat banjir dalam 2 (dua) tahun terakhir kerap 
kali terjadi pada dua wilayah ini sehingga pada waktu tertentu akan 
mengganggu kinerja dari fungsi pelayanan di Kecamatan Mamuju. Hal 
tersebut dinilai dapat menjadi suatu masalah perkotaan dimasa depan, 
terlebih lagi jika pembangunan hanya terus berfokus pada dua kelurahan 
ini maka akan berakibat pada masalah yang lebih besar nantinya. 
Berdasarkan pada hal tersebut untuk memitigasi terjadinya persoalan yang 
lebih besar, maka pada 6 (enam) wilayah desa/kelurahan ini 
pengembanagannya diarahkan pada: 
a. Fungsi pelayanan perdagangan. 
b. Pengembangan pelayanan pariwisata. 
c. Pengembangan zona lindung dan ruang terbuka hijau. 
d. Pengembangan perumahan dan permukiman. 
Pada penjabaran di atas telah ditentukan struktur ruang yang ada pada 
Kecamatan Mamuju sebagai wilayah penelitian. Kemudian tinjuan teoritis 
megenai pola dan model struktur ruang yang sesuai dengan kondisi fisik 
lingkungan serta sarana dan prasarana yang telah berkembang di Kecamatan 
Mumuju. Secara ilmiah, para ahli struktur ruang telah memberikan gambaran 
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mengenai pola dan model struktur ruang yang dapat menjadi acuan dalam 
pengembangan suatu kota.  
Pada kondisi struktur ruang Kecamatan Mamuju model struktur ruang 
yang cocok terhadap pengembangan Kecamatan Mamuju saat ini dan di masa 
yang akan datang adalah Model Multi Nodal, yang terdiri satu pusat 
pelayanan dan beberapa sub pusat, serta sub-sub pusat pelayanan yang saling 
terhubung satu sama lain. Sub-sub pusat pelayanan ini, selain terhubung 
secara langsung dengan sub pusat pelayanan juga terhubung langsung dengan 
pusat pelayanan yang ada pada sauatu wilayah (Sinulingga dalam Nursyam, 
2013). Model struktur ruang ini dinilai cukup sesuai dengan kondisi fisik 
alami serta perkembangan sarana dan prasarana di Kecamatan mamuju. Untuk 













Sub Pusat Pelayanan 
Pusat Lingkungan 
Model Struktur Ruang Multi Nodal  
Gambar 25. 



























I. Kajian Islami Terkait Struktur Ruang Perkotaan 
Terkadang kebijakan Pembangunan tata ruang yang tidak didasari 
dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran Islam kedepannya akan 
menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, sudah banyak kasus-kasus 
Tata Ruang kota yang perencanaannya tidak berpedoman pada nilai-nilai 
Islam, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan dan bencana. 
Konsep perencanaan tata ruang dalam Islam sudah lama terkonsep 
dengan baik dan terbukti bahwa adanya bangunan yang bernuansa Islami 
misalnya di Kabupaten Majene terdapat situs Masjid tua di Lingkungan 
Salabose Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae dan di luar negeri misalnya 
di Iskandariah, Madinah, Andalusia (Spanyol), Basrah, Kufah, Baitul Maqdis, 
Baitul Laham (Betlehem), Darussalam (Yerussalem) yang artinya hasil karya 
Islam tersebut telah menjadi sejarah dunia. Sehingga sebagai generasi penerus 
senantiasa untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam tentunya dalam 
konteks penataan struktur ruang. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan pada 
firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 48-49, yaitu: 
                                                               
                                                   ﴾٨٤﴿               
 ﴾٨٤﴿                        
Terjemahnya: 
“Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat 
sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) dan Kami turunkan dari langit air 
yang amat bersih agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang 
mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari 
makhluk Kami, binatang-binatang  ternak dan manusia yang banyak” (QS. Al 




Menurut tafsir Al-Misbah yang dipercaya dalam kutipan di atas 
mengatakan bahwa diantara bukti kekuasaan dan keesaan-Nya yang lain 
adalah bahwa dia, yakni Tuhanmu lah wahai Nabi Muhammad bukan 
selainnya yang mengirim angin guna mengiring awan sebagai pembawa kabar 
gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, yakni sebelum turunnya hujan dan 
Kami turunlan dari langit, yakni dari udara, air yang sangat suci, yakni amat 
bersih dan dapat digunakan untuk mensucikan, agar Kami menghidupkan 
dengannya, yakni dengan air yang Kami turunkan itu, negeri yang tanah 
gersang, yakni mata air karena tanpa ditumbuhi sesuatu dan agar Kami 
memberi minum dengannya sebagian dari apa yang kami ciptakan yaitu 
binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. 
Pembangunan struktur ruang perkotaan setidaknya memperhatikan 
kondisi sosial masyarakat, kelestarian alam dan aturan-aturan yang berlaku 
suatu contoh: pembangunan struktur ruang perkotaan yang telah melanggar 
aturan, misalnya alih fungsi lahan, serta pembangunan kota yang keluar dari 
nilai-nilai Islam misalnya: Merebaknya gemerlapan kehidupan kota yang tidak 
islami dengan adanya beberapa tempat lokalisasi dengan fasilitas-fasilitas 
suasana kota yang semakin buram, runyam karena telah keluar jauh sekali dari 
tatanan niali-nilai Islam. 
Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa pembangunan kota 
yang sebenarnya merusak moral bangsa, merusak kaidah Islam, tunggu 
saatnya kehancuran dan bencana akan menanti. Suatu contoh yang pernah 
terjadi adalah sebagaimana Allah telah pernah menimpakan bencana kepada 
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dua buah kota di zaman Nabi Luth yaitu kota Sadum dan Gamuroh karena 
mereka melakukan homo seksual (liwath), demikian pula kota Aad dan Iran 
yang juga dihancurkan Allah kerena penduduknya yang zalim dan melakukan 
maksiat. 
Suatu ketika kita akan melihat bencana dan kerusakan-kerusakan di 
suatu wilayah, daerah, maupun  kawasan yang telah ingkar terhadap apa yang 
telah diberikan oleh Allah. Di Indonesia kita dapat melihat bencana yang 
terjadi selama ini contohnya banjir, longsor, tsunami dan lain-lain. Bencana 
ini merupakan bentuk dari peringatan Allah SWT kepada manusia untuk 









Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dari 
penelitian ini  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:  
1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, apa saja yang menjadi 
pembentuk struktur ruang di Kecamatan Mamuju: 
Berdasarkan hasil analisis GIS, diketahui bahwa pembentuk struktur 
ruang di Kecamatan Mamuju secara alami dipengaruhi oleh kondisi fisik 
lingkungan (topografi dan kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah 
hidrologi), dimana keberadaan infrasturktur pelayanan serta permukiman 
cenderung tumbuh pada daearah tertentu. Maka untuk mengantisipasi 
timbulnya masalah perkotaan, pengembangan Kecamatan Mamuju diarahkan 
pada wilayah-wilayah administratif maupun fungsional yang masih tersedia 
lahan yang sesuai, aman dan memiiki nilai strategis yang akan menunjang 
perkembangan perkotaan dimasa mendatang. Proses pembentukan tersebut 
akan terus beregenerasi seiring dengan perkembangan perkotaan dan aktivitas 
masyarakat yang terus berjalan pada wilayah penelitian baik dalam jangka 
pendek, menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini 
memberi alternatif dan antisipasi terhadap perkembangan wilayah dalam sudut 





2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam menentukan struktur ruang di 
Kecamatan Mamuju adalah:  
Pusat Pelayanan Kecamatan Mamuju, pengembangannya diarahkan 
pada Kelurahan Rimuku yang berada pada hierarki kedua. Dengan fungsi 
yang dapat dikembangkan adalah pusat pelayanan pemerintahan kabupaten, 
pengembangan kawasan permukiman dan pelayanan lingkungan. 
Sub Pusat Pengembangan Pelayanan Umum dan Jasa, 
pengembangannya diarahkan pada Desa Bambu. Dengan fungsi yang dapat 
dikembangkan adalah pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, 
pengembangan pelayanan umum dan jasa serta pengembangan prasarana 
penunjang. 
Pusat Pelayanan Lingkungan, yang merupakan transisi antara kedua 
pusat dan sub pusat pelayanan diatas. Wilayah dengan fungsi pelayanan skala 
lingkungan terdiri dari 6 desa/kelurahan yang memencar diataranya adalah, 
Kelurahan Karema, Kelurahan Binanga, Kelurahan Mamunyu, Desa 
Batupannu, Desa Karampuang dan Desa Tadui. Dengan fungsi yang dapat 
dikembangkan pada wilayah ini adalah fungsi   pelayanan perdagangan dan 
jasa, pengembangan pelayanan pariwisata, pengembangan zona lindung dan 









Berdasarkan dari kesimpulan atau hasil penelitian, adapun beberapa saran 
dari penelitian ini untuk penyempurnaan penelitian adalah: 
1. Perlunya pertimbangan fisik lingkungan dalam mendistribusikan fungsi 
pelayanan yang ada, agar tidak terjadi konsentrasi yang berlebihan pada satu 
bagian wilayah. 
2. Perlunya antisipasi terhadap timbulya masalah-masalah perkotaan dalam 
konteks pemusatan permukiman baik yang timbul secara alami maupun 
buatan. 
3. Perlunya pemerataan distribusi fungsional dan pembagian peran pada 
wilayah-wilayah hinterland. 
4. Perlunya partisipasi masyarakat dalam hal proses perencanaan. 
5. Optimalisasi dan keterbukaan akses terhadap data-data pembangunan maupun 
perencanaan di daerah. 
6. Mendorong percepatan pengesahan RTRW Kabupaten Mamuju dalam rangka 
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 Sumber: Hasil Analisis tahun 2018 
Tabel 25. 














































































































1 Binanga - X X X X - - - X - - - X X X X X X - X X X - - - - - - - - X - - - X X X X 
2 Rimuku - - X - - - - - - X - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - X X X X 
3 Karema  - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X 
4 Mamunyu - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X - 
5 Batupannu - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - 
6 Tadui X - X - - X X X - - - - - - - - - - - - - - - X X X - - - X - X X - X X X X 
7 Bambu - - X - - - - - - - X X - - - - - - - - - - X - - - X X X - - - - X X X X X 



















































































































1 Binanga X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
2 Rimuku X - X X X X - X X X - X - X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X - 
3 Karema  X - X X X - - X X X - X - - X X X X X X X X X X - X - X - - X - X X - - - 
4 Mamunyu X - X - X - - - - X X - - - X - X X - X X X X - - - - X - - X - X X - - - 
5 Batupannu X - - - - X - - - - - - - - X - X X - X X X - - - - - X - - - - X X X - - 
6 Tadui - - - - - X - - - - X - - -  - X X    X X - - - - X - - - - X X X - - 
7 Bambu - - - - - X - - - - X - - -  - X X    X X - - - - X - - - - X X X - - 








24. Kantor BPJS 
25. Kantor Dinas Pendidikan 
26. Kantor BPMPD 
27. Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
28. Kantor Dinas Perumahan Rakyat, 
Kawasan Permukiman dan Pertahanan 
29. Kantor BAPEDALDA 
30. Kantor LPSE Mamuju 
31. Jasa Raharja 
32. Kantor Kementrian Hukum dan HAM 
33. Kantor Bawaslu Mamuju 
34. Kantor DLHK 
35. TK Sederajat 
36. SD Sederajat 
37. SMP Sederajat 
38. SMA Sederajat 











50. Mini Market 
51. Tempat Karokean 
52. SPBU 
53. Toko 





59. Depot Air Minum 







67. Rumah Sakit 
68. Puskesmas 








1. Kantor Bupati 
2. Kantor Camat 
3. Kantor Kelurahan  
4. Kantor DPRD 
5. Kantor Pengadilan Negeri Mamuju 
6. Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju 
7. Kantor Pengadilan Agama Mamuju 
8. Kantor Polres Mamuju 
9. Kantor Kodim Mamuju 
10. Kantor BPS  
11. Kantor Cabang Diknas 
12. Kantor KUA 
13. Kantor BP3K 
14. Kantor PLKB 
15. Kantor Polantas Mamuju 
16. Kantor BNN Mamuju 
17. Kantor BAPENDA 
18. Kantor KESBANGPOL 
19. Kantor Badan Penanggulangan 
Bencana 
20. Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Daerwah 
21. Kantor Dinas Kesehatan 
22. Kantor Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertahanan Nasional 





 Sumber: Hasil Analisis tahun 2018 
Tabel 26. 






















































































































1 Binanga X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
2 Rimuku X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
3 Karema  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X        
4 Mamunyu X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X              X X 
5 Batupannu X X X X X X X X X X X X X  X X X X X                    
6 Tadui X X X X X X X X X X X   X                         
7 Bambu X X X X X X X X X X     X                        











































































































1 Binanga                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
2 Rimuku        X X X X X X X X X X                     
3 Karema  X X X X X X X                               
4 Mamunyu                                      
5 Batupannu                                      
6 Tadui                                      
7 Bambu                                      





















1. Kantor Bupati 
2. Kantor Camat 
3. Kantor Kelurahan  
4. Kantor DPRD 
5. Kantor Pengadilan Negeri Mamuju 
6. Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju 
7. Kantor Pengadilan Agama Mamuju 
8. Kantor Polres Mamuju 
9. Kantor Kodim Mamuju 
10. Kantor BPS  
11. Kantor Cabang Diknas 
12. Kantor KUA 
13. Kantor BP3K 
14. Kantor PLKB 
15. Kantor Polantas Mamuju 
16. Kantor BNN Mamuju 
17. Kantor BAPENDA 
18. Kantor KESBANGPOL 
19. Kantor Badan Penanggulangan 
Bencana 
20. Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Daerah 
21. Kantor Dinas Kesehatan 
22. Kantor Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertahanan Nasional 
23. Kantor Bersama Samsat 
24. Kantor BPJS 
25. Kantor Dinas Pendidikan 
26. Kantor BPMPD 
27. Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
28. Kantor Dinas Perumahan Rakyat, 
Kawasan Permukiman dan Pertahanan 
29. Kantor BAPEDALDA 
30. Kantor LPSE Mamuju 
31. Jasa Raharja 
32. Kantor Kementrian Hukum dan HAM 
33. Kantor Bawaslu Mamuju 
34. Kantor DLHK 
35. TK Sederajat 
36. SD Sederajat 
37. SMP Sederajat 
38. SMA Sederajat 











50. Mini Market 
51. Tempat Karokean 
52. SPBU 
53. Toko 





59. Depot Air Minum 







67. Rumah Sakit 
68. Puskesmas 


































































































































1 Binanga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
2 Rimuku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
3 Karema  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
4 Mamunyu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
5 Batupannu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Tadui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Bambu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Karampuang 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 













































































































































































































































































































































































































1 Binanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 Rimuku 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Karema  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Mamunyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Batupannu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





7 Bambu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Karampuang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 









































































































































































































































































































 Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018 
Tabel 28. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































50. Mini Market 
51. Tempat Karokean 
52. SPBU 
53. Toko 





59. Depot Air Minum 







67. Rumah Sakit 
68. Puskesmas 







24. Kantor BPJS 
25. Kantor Dinas Pendidikan 
26. Kantor BPMPD 
27. Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
28. Kantor Dinas Perumahan Rakyat, 
Kawasan Permukiman dan Pertahanan 
29. Kantor BAPEDALDA 
30. Kantor LPSE Mamuju 
31. Jasa Raharja 
32. Kantor Kementrian Hukum dan HAM 
33. Kantor Bawaslu Mamuju 
34. Kantor DLHK 
35. TK Sederajat 
36. SD Sederajat 
37. SMP Sederajat 
38. SMA Sederajat 











1. Kantor Bupati 
2. Kantor Camat 
3. Kantor Kelurahan  
4. Kantor DPRD 
5. Kantor Pengadilan Negeri Mamuju 
6. Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju 
7. Kantor Pengadilan Agama Mamuju 
8. Kantor Polres Mamuju 
9. Kantor Kodim Mamuju 
10. Kantor BPS  
11. Kantor Cabang Diknas 
12. Kantor KUA 
13. Kantor BP3K 
14. Kantor PLKB 
15. Kantor Polantas Mamuju 
16. Kantor BNN Mamuju 
17. Kantor BAPENDA 
18. Kantor KESBANGPOL 
19. Kantor Badan Penanggulangan Bencana 
20. Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Daerah 
21. Kantor Dinas Kesehatan 
22. Kantor Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertahanan Nasional 
23. Kantor Bersama Samsat 
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